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Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga bagi 

aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menegakkan 

hukum dan memberi contoh yang baik bagi kelompok masyarakat. Rumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban 

pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam 

Putusan PN No.45/Pid.B/2024/PN Plg dan Apakah penjatuhan pidana yang 

dijatuhkan dalam Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data 

yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Hakim 

Pengadilan Negeri Batang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum 

polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 

45/Pid.B/2024/PN.Plg, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melaksanakan tindak pidana penipuan, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban 

pidana serta sudah memenuhi unsur unsur penipuan dengan sudah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bahwasannya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban 

pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang 

merupakan oknum anggota kepolisian belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, 

baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa itu sendiri. Penjatuhan hukuman 

terhadap terdakwa Vulton Matheos selama 2 (dua) tahun 8 bulan dinilai masih 

tergolong ringan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindakan 

penipuan yang dilakukan terdakwa, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil 

bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis akibat merasa 
dimanfaatkan atau dikhianati, serta terdakwa sebagai aparat penegak hukum 

merusak integritas lembaga kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem hukum. selain hukuman pidana, terdakwa seharusnya diwajibkan untuk  
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memberikan ganti rugi materiil untuk memperbaiki kerugian dan memberikan rasa 

keadilan yang lebih lengkap. Hakim dapat memberikan hukuman lebih tinggi dari 

tuntutan jaksa, jika dirasa bahwa tindakan oknum polisi tersebut sangat merugikan 

korban dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penjatuhan 

hukuman yang maksimal dianggap perlu untuk memberi efek jera kepada terdakwa 

dan mencegah terulangnya praktik penipuan serupa, terutama yang melibatkan 

oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. 

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah agar memberikan sanksi yang 

berat terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk menjaga 

citra institusi kepolisian dan mencegah terulangnya perbuatan serupa yang dapat 

merusak integritas serta profesionalisme lembaga kepolisian. Proses penegakan 

hukum terhadap anggota kepolisian juga harus bersifat transparan terhadap 

masyarakat agar tidak berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang dapat 

berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Oknum Polisi, Penipuan 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST POLICE OFFICERS 

WHO COMMIT FRAUD CRIMES (DECISION NO.45/PID.B/2024/PN 

PLG) 

By 

ZAILA SARI 

Criminal liability does not only apply to ordinary citizens, but also to law 

enforcement officers who should be the first to enforce the law and set a good 

example for society. The formulation of the problem discussed in this research is: 

What is the criminal responsibility for police officers who commit criminal acts of 

fraud in the PN Decision No.45/Pid.B/2024/PN Plg and whether the criminal 

sentences handed down in the Decision fulfill the sense of justice for the community. 

The research method used is normative empirical. Data collection, namely primary 

data and secondary data with primary data sources, was obtained through 

interviews with Academics from the Criminal Division of the Law Faculty of 

Lampung University, Accreditors for Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, 

and Judges at the Batang District Court. Secondary data was obtained from 

literature study. 

The results of the study indicate that criminal liability for police officers who 

committed fraud in the decision Number: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, has been proven 

legally and convincingly guilty of committing fraud, has fulfilled the elements of 

criminal liability and has fulfilled the elements of fraud with it being proven legally 

and convincingly that the defendant can be held criminally responsible in 

accordance with the provisions of Article 378 of the Criminal Code concerning 

fraud with a prison sentence of 2 (two) years 8 (eight) months. The imposition of a 

sentence on the defendant who is a member of the police has not fully fulfilled the 

sense of justice, both for the community and for the defendant himself. The 

imposition of a sentence on the defendant Vulton Matheos for 2 (two) years 8 

months is considered still relatively light, considering the serious impact caused by 

the fraud committed by the defendant, not only causing material losses for the 

victim, but also can cause psychological impacts due to feeling exploited or 

betrayed, and the defendant as a law enforcement officer damaged the integrity of 

the police institution and public trust in the legal system. in addition to criminal 

penalties, the defendant should be required to provide material compensation to 

repair the losses and provide a more complete sense of justice. The judge can give 

a higher sentence than the prosecutor's demands, if it is felt that the actions of the  
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police officer are very detrimental to the victim and damage public trust in the 

police institution. Imposing the maximum sentence is considered necessary to 

provide a deterrent effect on the defendant and prevent the recurrence of similar 

fraudulent practices, especially those involving law enforcement officers who 

should be role models for society. 

The suggestion proposed in this research is to impose severe sanctions on police 

officers who commit criminal acts to maintain the image of the police institution 

and prevent the recurrence of similar acts which could damage the integrity and 

professionalism of the police institution. The process of law enforcement against 

members of the police must also be transparent to the public so as not to potentially 

give rise to negative perceptions which could result in a loss of public trust in the 

police. 

Keywords: Criminal Liability, Police Officers, Fraud   
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MOTTO 

 

 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. 

Jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada 

dirimu sendiri.” 

(Q.S Al-Isra': 7) 

 

 

"Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang 

ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku." 

(Umar Bin Khattab)  

 

 

“You can’t be good at everything, but that doesn’t mean you can’t do 

anything” 

(Jeon Wonwoo) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penegakan hukum te$lah me$njadi$ bagi $an yang ti $dak te$rpi $sahkan dari$ ne$gara hukum, 

yang me $nuntut agar se $ti $ap ti$ndakan me$lawan hukum harus di $be $ri$ sanksi $. Gustav 

Radbruch dalam i$de $e$ de $s Re$cht me$nyatakan bahwa pe$ne $gakan hukum harus 

me$me $nuhi$ asas ke $pasti$an hukum (re $chtssi $che$rke $i$t), asas ke$adi $lan (ge$re $chti$gke $i$t) 

dan asas ke$manfaatan (zwe $ckmasi $gke$i $t).1 Struktur Ne$gara Re $publi$k I$ndone $si $a 

me$mi $li$ki $ e $le$me$n pe $ne $gak hukum yang di $jalankan ole$h Le $mbaga E $kse $kuti $f dan 

te$rdi $ri $ antara lai$n Polri $ dan Jaksa, Le $mbaga Yudi $kati$f atau ke$kuasaan ke$haki$man 

ole$h Badan Pe $radi $lan yang pe $rannya di $jalankan ole$h Haki $m, dan yang te $rakhi $r 

adalah Komi$si $ Pe $mbe $rantasan Korupsi $ (KPK).2 

Me $nurut Sue$ Ti$tus Re $i$d, dalam buku ke$bi $jakan cri$mi$nal M. Ali $ Zai$dan ke$jahatan 

adalah suatu ti$ndakan se$ngaja (Ommi $ssi $), dalam pe$nge $rti $an i$ni $ se$se $orang ti $dak 

hanya di $hukum kare$na pi $ki $rannya, me $lai$nkan harus ada suatu ti$ndakan atau 

ke $alpaan dalam be$rti $ndak.3 Dalam hal i$ni $, ke $gagalan dalam be$rti$ndak dapat juga 

di $katakan se$bagai $ ke$jahatan, ji$ka te$rdapat suatu ke$waji$ban hukum untuk be$rti $ndak 

dalam kasus te$rte$ntu. Di $ sampi$ng i $tu pula harus ada ni$at jahat. Se$cara formal 

ke $jahatan di$rumuskan se $bagai $ suatu pe$rbuatan yang ole $h ne $gara di $be $ri$ pi $dana. 

Pe $mbe$ri $an pi$dana di$maksudkan untuk me$nge $mbali$kan ke$se $i $mbangan yang 

te$rganggu aki $bat pe$rbuatan i$tu. Ke $se $i $mbangan yang te $rganggu i $tu i $alah ke$te$rti $ban 

masyarakat te$rganggu, masyarakat re $sah aki $batnya.  

                                                             
1 Niko Jaya Kusuma, Firganefi, dan Muhammad Farid, “The Relevance of Supreme Court 

Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice,” Journal 

Corruptio Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 142. 
2 Herman Herman, Patahillah Asba & Iswandy Rani Saputra, “Pembelaan Diri Terhadap Pelaku 

Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian,” Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 2 

(2024) hlm. 118–119. 
3 M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminologi, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm. 11-12 
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Gambar 1. Di $agram ke $jahatan di$ I$ndone $si $a tahun 2023 

 

Sumbe $r:  Pusat I$nformasi $ Kri $mi $nal Nasi $onal (Pusi $knas) Tahun 2023.4 

Di $agram yang di $saji $kan di$ atas me$muat laporan ke$jahatan di$ I$ndone $si $a se $lama 

tahun 2023, me$nunjukkan adanya ti $ga je $ni $s kasus ke $jahatan yang se $ri $ng te $rjadi$. 

Ti$ga je $ni $s ke $jahatan te$rse $but adalah pe $ncuri$an de $ngan pe $mbe$ratan (Curat), 

pe $ngani $ayaan, dan pe $ni $puan/pe $rbuatan curang. Kasus pe $ncuri $an de $ngan 

pe $mbe$ratan (Curat) me$ndomi$nasi $ de $ngan jumlah total me$ncapai$ 63.355 kasus. 

Se $me$ntara i$tu, kasus pe$ngani $ayaan te $rcatat se$banyak 51.312 kasus, dan 

pe $ni$puan/pe $rbuatan curang se $banyak 49.007 kasus. Me $ski $pun angka i $ni $ 

me$nce $rmi$nkan ti$ngkat ke $jahatan yang cukup ti$nggi $ di $ I$ndone $si $a pada tahun 2023. 

Ti$ngkat ke $jahatan nasi$onal yang cukup ti $nggi $ pada tahun 2023 me$njadi$ pe $rhati$an 

banyak pi $hak. Namun, se $jak me$masuki $ tahun 2024, te $rjadi$ pe $nurunan yang 

si $gni $fi $kan pada angka ke$jahatan. Be$rdasarkan laporan yang te $rcatat pada bulan 

Apri $l 2024, jumlah kasus ke $jahatan se$cara ke$se $luruhan me$ngalami$ pe $nurunan, 

de $ngan total kasus yang te $rcatat se$banyak 25.000 kasus. Pe $nurunan i $ni$ te $ntu 

me$mbe $ri$kan harapan bahwa upaya pe $nanggulangan ke $jahatan mulai$ me $mbuahkan 

hasi $l yang posi $ti$f. Me $ski $pun be$gi $tu, me$ski $pun te$rdapat pe$nurunan, angka ke$jahatan 

yang te $rcatat masi$h te $rgolong ti $nggi $ dan pe $rlu pe$rhati$an le$bi$h lanjut. Pe$nye $bab 

utama ti$nggi $nya angka ke $jahatan di$ I$ndone $si $a dapat di$li $hat dari$ be $rbagai $ faktor 

                                                             
4 Indira Lintang, “Tingkat Kriminalitas Di Indonesia, Januari 2023 - April 2024,” 

https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia. (diakses pada 10 Juli 2024, pukul 20.00) 
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yang sali $ng be $rhubungan. Salah satu faktor utama yang dapat me$mi$cu te$rjadi$nya 

ti$ndak ke $jahatan adalah pe$rsoalan e$konomi $. Ke $ti $mpangan e$konomi $ yang te $rjadi$ di $ 

masyarakat, de$ngan adanya ke $se $njangan antara yang kaya dan mi $ski $n, se$ri $ngkali $ 

me$ndorong se $bagi $an orang untuk me$lakukan ti$ndakan kri$mi $nal de$mi $ me$me $nuhi$ 

ke $butuhan hi$dup me$re $ka. Se $lai$n i $tu, faktor sosi $al dan konfli$k yang te $rjadi$ di $ 

masyarakat juga turut be$rpe$ran dalam me$mi$cu te$rjadi$nya ti $ndak ke$jahatan. 

Ke $ti $dakstabi$lan sosi $al atau ke$te $gangan antar ke$lompok masyarakat dapat 

me$ni $ngkatkan pote$nsi $ te$rjadi$nya ke $jahatan, se $pe$rti$ pe $ngani $ayaan atau bahkan 

pe $rusakan. 

Re $ndahnya ke $sadaran hukum di$ masyarakat juga me$njadi$ salah satu pe$nye $bab 

maraknya ti $ndak kri$mi $nal. Banyak orang yang ti $dak se $pe $nuhnya me $mahami$ 

konse $kue $nsi $ dari$ ti $ndakan kri$mi $nal yang me$re $ka lakukan, se$hi $ngga me $rasa ti$dak 

takut untuk me$langgar hukum. Ke $majuan te$knologi $ i $nformasi $ juga me $mi$li$ki $ pe $ran 

pe $nti$ng dalam me$ni $ngkatnya angka ke $jahatan di$ I$ndone $si $a. De $ngan ke $majuan 

te$knologi $, pe $laku ke $jahatan ki$ni $ dapat me $manfaatkan platform onli$ne $ untuk 

me$lakukan ti$ndakan kri$mi$nal. Salah satu je $ni$s ke $jahatan yang pali $ng se $ri $ng te $rjadi$ 

dan me$re $sahkan masyarakat adalah pe$ni $puan. Ke $jahatan i$ni $ dapat te$rjadi$ dalam 

be $rbagai $ be$ntuk, se $pe$rti $ pe$ni $puan me$lalui $ te$le$pon, i $nte$rne $t, atau bahkan tatap 

muka. De$ngan me $manfaatkan ke$le$mahan dan ke$ti$daktahuan korban, pe$laku 

pe $ni$puan dapat me$nge $labui $ dan me$rugi $kan korban se $cara fi$nansi $al. 

Ti$ndak  pi $dana  pe $ni $puan  me $rupakan  golongan  ti $ndak  pi $dana  te$rhadap ke $kayaan 

orang yang  di $lakukan  de$ngan  cara  me$mbohongi $  (me$ni $pu)  orang  lai$n de$ngan  

me$nyalahgunakan  ke $pe $rcayaan  yang  di $be $ri $kan. Pe $ni$puan  di $kate$gori $kan 

pe $rbuatan  pi$dana  yang  dapat  me $nguntungkan  di $ri $  de $ngan  me $langgar  hukum  

dan di$anggap pe $rbuatan yang se $lalu me$rugi $kan orang lai $n, maka dari$ i $tu pe$laku 

ti$ndak pi$dana   pe$ni $puan   dapat   di$pe$rtanggungjawabkan   pe$rbuatannya   de$ngan   

sanksi $ pi$dana  Pasal  378  KUHP,  di $mana  se$se $orang  di$katakan  me$lakukan 

pe $ni$puan de$ngan   cara   me$ngge $rakkan   orang   lai$n   de$ngan   maksud   untuk   

me$nye $rahkan se $jumlah uang untuk suatu maksud te$rte $ntu, me$nguntungkan di $ri$ 

se $cara me$lawan hukum,  dan  uang  te$rse $but  ti$dak  di$gunakan  untuk  maksud  
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se $be $narnya  me $lai$nkan untuk ke $pe$nti $ngan se $ndi $ri$.5 Pada si $ste $m pe $ne$gakan hukum 

di $ I$ndone $si $a, aparat pe$ne$gak hukurn harus be$rada pada bari$san te$rde $pan, kare$na 

me$mi $li$ki $ ke $waji$ban dalam pe$ne $gakan dan pe $ngawasan agar fungsi $ hukum i $tu dapat 

be $ri$alan de$ngan bai$k.6 Se $bagai $ aparat pe$ne $gak hukum me$re$ka harus me$mbe$ri$ 

contoh yang bai $k, kare$na hal i$tu turut me$mpe $ngaruhi $ ke$patuhan masyarakat 

te$rhadap aturan hukum yang be $rlaku, Salah satu aparatur ne$gara yang be $rada pada 

struktur pe $ne$gakan hukum di $ I$ndone $si $a adalah Poli$si $ Re $publi$k I$ndone $si $a (POLRI$). 

Polri $ me$mi$li $ki$ tugas pokok dan fungsi $ se $bagai $mana te$rmaktub dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 te $ntang Ke $poli $si $an yai $tu me$laksanakan 

pe $ne$gakan hukum; me $me$li$hara ke$amanan ke $te$rti$ban masyarakat; dan me$li $ndungi $, 

me$ngayomi $ dan me$layani $ masyarakat. Dalam rangka me$wujudkan ke$amanan 

dalam ne$ge $ri $ yang me $li $puti$ te$rpe $li$haranya ke $amanan dan ke$te$rti$ban masyarakat, 

te$rti $b dan te$gaknya hukum, te $rse $le $nggaranya pe $rli $ndungan, pe $ngayoman, dan 

pe $layanan ke $pada masyarakat, se$rta te$rbi$nanya ke $te$nte$raman masyarakat de$ngan 

me$njunjung ti $nggi $ hak asasi $ manusi$a. 

Tabe$l 1. Kasus ti $ndak pi $dana yang di $lakukan ole$h poli$si $ pada tahun 2024 

Sumbe $r :  Amne $sty I$nte$rnati $onal I$ndone$si $a Tahun 2024.7 

Tabe$l yang di $saji $kan di$ atas me$nunjukan laporan ke$jahatan yang di $lakukan ole$h 

oknum poli$si $, Pada tahun 2024 te $rcatat 29 kasus pe $mbunuhan di $ luar hukum yang 

me$ngaki $batkan 31 korban ji$wa. Se $lai $n i $tu, te $rdapat juga 116 kasus ke $ke $rasan yang 

                                                             
5 M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, & Ibnu Affan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)” Jurnal Meta 

Hukum, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 130. 
6 Herman dkk., Op.Cit., hlm. 119. 
7 NU Online, “Rentetan Kekerasan Polisi, dari Penembakan hingga Pembunuhan di Luar Proses 

Hukum" https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-rentetan-kekerasan-polisi-dari-

penembakan-hingga-pembunuhan-di-luar-proses-hukum (diakses pada 6 Febuari 2025, pukul 

10.00) 

No. Kasus Tindak Pidana Oknum Polisi Jumlah Kasus 

1. Pe $mbunuhan di$ luar hukum 29 

2. Ke $ke $rasan 116 

3. I$nti $mi $dasi$ pe $nangkapan se $we $nang- we $nang dan 

lai$nnya 
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di $lakukan ole$h oknum poli$si $ se $panjang tahun te $rse $but. Se $lai$n kasus-kasus 

pe $mbunuhan dan ke$ke $rasan, laporan te $rse $but juga me $ncatat puluhan ti$ndak 

i $nti$mi$dasi $, pe $nangkapan se$we $nang-we $nang, dan pe $langgaran lai$nnya yang 

di $lakukan ole$h oknum poli$si $. Ke $jadi$an-ke $jadi$an i $ni$ me$nce $rmi$nkan adanya masalah 

se $ri $us yang pe $rlu di $tangani$ dalam si$ste$m pe $ne$gakan hukum di $ I$ndone $si $a. 

Poli $si $ se$bagai $ pe$laksana dan pe$ne$gak hukum me$mpunyai $ tugas me $me$li$hara 

ke $amanan dalam ne$gara Re$publi $k I$ndone $si $a se$rta di$be $ri $kan ke$we $nangan untuk 

me$lakukan pe$nce$gahan dan pe $mbe $rantasan ti $ndak pi$dana. Ke $be $radaan poli$si$ 

se $bagai $ pe $laksanaa si$ste $m pe $radi$lan waji$b me$lakukan tugas dan we $we $nang se $bagai $ 

pe $ne$gak hukum. Namun pada ke $nyataan yang te $rjadi$, masi $h ada oknum yang 

me$lakukan pe$nyi $mpangan de $ngan me$lakukan ti$ndak pi$dana, salah satunya ti $ndak 

pi $dana pe$ni$puan.  Se $pe $rti$ pe $rkara yang te $rdapat dalam Putusan Nomor 

45/Pi $d.B/2024/PN Plg, Pada putusan te $rse $but te$lah te$rjadi$ pe $ni $puan yang di $lakukan 

ole$h oknum poli$si $ Vulton Mathe$os ke $pada korban yang be $rnama Yuli$an Rai$s 

me$rupakan te$man se $angkatan te$rdakwa saat masa se $kolah. Saat i$tu te $rdakwa 

me$nge $tahui $ bahwa korban se$dang i $ngi $n me$mbuat bi$sni $s se $hi$ngga te $rdakwa 

me$nde $kati$ korban Yuli $an. Se $lanjutnya te $rdakwa dan korban be$rte $mu di$ Café Ke $dai$ 

Dalu Sumate$ra Se$latan, te$rdakwa Vulton Mathe$os me $nawarkan ke$rjasama Proye $k 

Pe $nge $rasan Jalan di$ Dae $rah Baturaja ke$pada korban se$ni$lai$ Rp. 1.500.000.000,- 

(satu mi$lyar li $ma ratus juta rupi$ah) de$ngan ke$untungan akan di$bagi $ 50-50. Korban 

yaki $n dan me$nye $tujui $nya karna te$rdakwa me$rupakan anggota ke $poli $si $an.  

Te$rdakwa Vulton Mathe$os pada tanggal 21 Januari$ 2022 me$nghubungi $ korban 

Yuli $an Rai$s untuk me$mi$nta me$ngi $ri $mkan uang se $be$sar Rp.10.000.000,-(se $puluh 

juta rupi$ah) se$bagai $ tanda ke$se $ri $usan be $rke$rjasama dalam proye $k pe$ke $rjaan.  

Be $be $rapa hari$ se $te $lahnya te $rdakwa me $mi$nta uang ke $pada korban 225 000 000,- 

(dua ratus dua puluh li$ma juta rupi$ah) untuk pe $ngurusan tahap awal proye $k, dan 

pada hari$ jumat 28 Januari$ 2022, korban me $nye $rahkan uang Rp. 225.000.000,- (dua 

ratus dua puluh I$rma juta rupi$ah) ke $pada pe $laku se$cara tunai$ yang di $saksi $kan ole $h 

Saudara De$di $ dan saudara Badi$. 

Akhi $r Fe $bruari $ 2022, Yuli $an Rai$s me$nanyakan ke$majuan proye $k pe $ke $rjaan  ke$pada 

te$rdakwa Vulton Mathe$os, namun te$rdakwa be$ralasan be$lum pe$ncai$ran sampai$ 
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pada bulan Mare$t 2022, jawabannya te $tap sama se$hi $ngga Yuli $an Rai$s me $mi$nta 

ke $mbali$ uang mi $li$knya akan te$tapi$ te $rdakwa ti$dak bi$sa me$nge $mbali $kan uang 

te$rse $but dan malah me$nawarkan proye $k yang le $bi $h be$sar lagi $ ni $lai$nya dari $ yang 

se $be $lumnya. Te $rdakwa me$ne $mui$ korban dan me$mbuat surat pe$rnyataan yang 

be $ri$si $kan akan me$nge $mbali$kan uang mi$li $k korban se $lambat-lambatnya pada 

tanggal 30 Juni $ 2023, namun sampai$ waktu yang di $janji $kan te$rdakwa te$tap ti$dak 

bi $sa me$nge $mbali$kan uang yang te $lah di$ti $ti$pkan ke$padanya.  

Jaksa pe$nuntut umum me$nyatakan bahwa pe $laku be$rsalah me$lakukan ti$ndak pi$dana 

“Pe $ni$puan’’ se $bagai $mana di$atur dan di$ancam pi$dana dalam dakwaan Ke $satu Pasal 

378 KUHP. Tuntutan Jaksa Pe$nuntut Umum dalam pe$rkara i$ni $ adalah agar maje$li$s 

haki$m me $njatuhkan pi$dana te$rhadap Te$rdakwa se $lama 3 (ti$ga) tahun di $kurangi $ 

se $lama te$rdakwa me$njalani$ tahanan se$me $ntara de$ngan pe $ri $ntah te$rdakwa te$tap 

di $tahan.  Se$lanjutnya maje $li$s haki $m yang me $nangani $ pe $rkara i$ni $ me$njatuhkan 

pi $dana Te$rdakwa de $ngan pi $dana pe$njara se $lama 2 (dua) Tahun dan 8 (de$lapan) 

Bulan.  

Kasus ti $ndak pi $dana yang di $lakukan ole $h anggota poli $si $ se $maki$n se $ri $ng te $rjadi $, 

Masyarakat banyak me $nghe $ndaki$ agar anggota poli$si $ yang te $rli $bat ti$ndak pi$dana 

dapat di$hukum be $rat, bukan hanya di $be $ri $kan sanksi $ di $si $pli$n atau se $ke$dar pe $ri $ngatan 

saja. Poli$si $ se $bagai $ aparat pe$ne $ge $gak hukum se $harusnya me $njadi$ contoh, panutan, 

se $kali$gus pe $li $ndung bagi $ masyarakat, bukan se$bali$knya. Sangat di$sayangkan ji $ka 

nama i$nsti $tusi$ ke $poli$si $an me $njadi$ buruk dan poli $si $ akan ke$hi $langan rasa hormat dan 

ke $pe$rcayaan dari$ mayarakat. Maka pe$nuli$s me $ngangkat tuli $san yang be $rjudul 

“Anali $si $s Pe $rtanggungjawaban Pi $dana Te$rhadap Oknum Poli$si $ Yang Me $lakukan 

Ti$ndak Pi $dana Pe$ni $puan (Putusan No.45/Pi $d.B/2024/PN Plg). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Pe $rmasalahan 

Pe $rmasalahan me$rupakan suatu pe$rnyataan yang me $nunjukan adanya jarak antara 

harapan de$ngan ke $nyataan, antara re$ncana de$ngan pe $laksanaan. Be$rdasarkan latar 

be $lakang di $atas pe$nuli$s me $rumuskan se$buah pe$rmasalahan yai $tu: 

a. Bagai $manakah pe$rtanggungjawaban pi $dana oknum poli$si $ yang me $lakukan 

ti$ndak pi $dana pe$ni$puan dalam Putusan No.45/Pi $d.B/2024/PN Plg? 
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b. Apakah pe $njatuhan pi$dana yang di $jatuhkan dalam Putusan 

No.45/Pi $d.B/2024/PN Plg  sudah me $me $nuhi $ rasa ke$adi$lan bagi $ masyarakat? 

2. Ruang li $ngkup  

Batasan te$rhadap ruang li $ngkup dalam pe $ne$li $ti$an skri $psi $ i $ni$ be $rtujuan agar ti$dak 

te$rlalu luasnya aspe $k substansi $ yang di $te $li$ti$. Pe $ne $li$ti $an dalam skri$psi $ i$ni $ hanya 

me$ncakup aspe$k hukum pi$dana, de $ngan fokus pe$ne $li$ti $an i$ni$ yai $tu 

Pe $rtanggungjawaban Pi $dana Oknum Poli$si $ Yang Me $lakukan Ti$ndak Pi $dana 

Pe $ni $puan. Wi$layah pada pe$ne $li$ti$an i$ni $ di $lakukan di$ li$ngkungan Kota Bandar 

Lampung pada Tahun 2024. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Pe$ne $li$ti$an  

Adapun yang me $njadi$ tujuan pe $nuli$san i $ni$ yai $tu untuk:  

a. Me $nge $tahui $ anali$si $s pe $rtanggungjawaban pi $dana te$rhadap oknum Poli$si $ yang 

me$lakukan ti$ndak pi$dana pe$ni$puan dalam Putusan No.45/Pi $d.B/2024/PN Plg. 

b. Me $nge $tahui $ apakah pe$njatuhan pi$dana yang di $jatuhkan dalam Putusan 

No.45/Pi $d.B/2024/PN Plg  sudah me $me $nuhi $ ke$adi $lan bagi$ masyarakat. 

2. Ke $gunaan Pe $ne $li$ti $an  

Pe $ne $li$ti$ be $rharap pe $ne$li $ti$an i $ni $ dapat be$rguna me $ncakup ke $gunaan te $ori$ti $s dan 

ke $gunaan prakti$s yai $tu: 

a. Ke $gunaan Te $ori$ti$s  

Se $cara te$ori $ti$s hasi $l pe$ne$li $ti$an i$ni $ dapat me$mbe$ri $kan pe$mi$ki $ran bagi $ pe$rke $mbangan 

i $lmu pe$nge $tahuan, dalam li$ngkup di $bi $dang hukum khususnya dalam bi$dang hukum 

pi $dana. Hal i$ni $ be$rkai $tan de$ngan Anali $si $s Pe $rtanggungjawaban Pi $dana Te$rhadap 

Oknum Poli $si $ Yang Me $lakukan Ti$ndak Pi $dana Pe $ni$puan. Me $lalui$ pe $ne$li $ti$an i$ni $ 

maka di$harapkan agar dapat me$mbuka cakrawala dan pe$nge $tahuan me $nge $nai $ 

pe $ne$rapan hukum se $cara nyata, se $hi $ngga masa yang akan datang te $rci$pta hukum 

yang le $bi $h kondusi $f.  

b. Ke $gunaan Prakti $s 

Ke $gunaan Prakti $s dari$ pe $ne$li $ti$an i$ni $ yai $tu:  

1) Hasi $l pe $ne $li$ti $an i$ni $ se $caara prakti$s di $harapkan dapat me$mbe$ri $kan i$nformasi$ 
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dan suatu wawasan yang be $rmanfaat bagi $ di $ri $ saya se $ndi $ri $ maupun bagi $ 

masyarakat te$rkai $t anali$si $s pe $rtanggungjawaban pi$dana te$rhadap oknum poli$si$ 

yang me $lakukan ti$ndak pi $dana pe$ni $puan. 

2) Hasi $l pe $ne $li$ti $an i$ni $ di$harapkan dapat di $jadi$kan re$fe$re $nsi $ te$rhadap para 

mahasi$swa dan masyarakat yang me $mbutuhkan re$fe $re $nsi $ se $bagai $ bahan 

pe $ne$li $ti$an.  

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Ke $rangka Te$ori $ti$s 

Pe $nge $rti $an ke$rangka te$ori $ me$nurut Soe$rjono Soe $kanto adalah se$rangkai $an abstraksi$ 

hasi $l pe$mi$ki $ran atau ke$rangka acuan atau dasar yang re $le $van untuk pe$laksanaan 

suatu pe $ne$li $ti$an i $lmi$ah, khususnya pe $ne $li$ti $an hukum. Pada se $ti$ap pe $ne $li$ti$an se $lalu 

di $se $rtai$ de$ngan pe $mi$ki $ran-pe $mi $ki$ran te$ori $ti$s. Hal i $ni $ kare$na adanya hubungan 

ti$mbal bali$k antara te$ori$ de $ngan ke $gi $atan pe $ngumpulan, pe$ngolahan, anali$si $s, dan 

konstruksi $ data. Ke $rangka te$ori $ti$s yang di $gunakan dalam pe$ne $li$ti $an i$ni $ yai $tu: 

a. Te$ori $ Pe $rtanggungjawaban Pi $dana 

Pe $rtanggungjawaban pi $dana dalam bahasa asi$ng di $ se $but se $bagai $ toe$re $ke $n-

baarhe $i $d, cri $mi $nal re $ponsi $bi $lty, cri$mi $nal li$abi $li $ty. pe$rtanggungjawaban pi $dana 

di $si $ni$ di $maksudkan untuk me$ne $ntukan apakah se$se $orang te$rse $but dapat 

di $pe$rtanggungjawabkan atasnya pe $rbuatan yang di $lakukanya i $tu se $se $orang 

be $rkai$tan de$ngan ke $salahan.8 Pe $rtanggungjawaban pi $dana dalam hukum pi$dana 

me$rupakan konse$p se $ntral yang di $ke$nal de $ngan ajaran yang di $se $but me $ns re $a atau 

dalam bahasa I$ndone$si $a dapat di$arti$kan se $bagai $ “ke$salahan”. Te$rkai$t hal te$rse $but, 

te$rdapat se $buah asas fundame$ntal yang di $jadi$kan sumbe$r se $luruh ajaran dalam 

hukum pi$dana, yai $tu “ti$ada pi$dana tanpa ke $salahan” (Ge $e $n Straf Zonde $r Schuld). 

Asas i $ni $ adalah dasar dari$ pe $rtanggungjawaban pi$dana yang be $rarti $ suatu pe $rbuatan 

ti$dak bi $sa me$njadi$kan orang be $rsalah ke$cuali$ di $lakukan de$ngan ni $at jahat.9  

Pe $rbuatan dapat di$katakan me$langgar hukum dan dapat di$ke$nakan sanksi$ pi $dana 

harus me$me $nuhi$ dua unsur, yakni $ (1) adanya unsur actus re $us atau unsur e $se $nsi $al 

                                                             
8 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem-

Peteheam, 2001, hlm. 245. 
9 Tri Andrisman dan Firganefi, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, 2011, hlm. 21. 
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dari$ ke $jahatan (physi $cal e$le$me $nt) dan (2) me $ns re $a (me $ntal e $le$me $nt) yakni $ ke $adaan 

si $kap bati$n. Actus re $us me $rupakan unsur suatu de$li $k, se $dangkan me $ns re $a te $rmasuk 

pe $rtanggungjawaban pe$mbuat.10 Dalam Hukum Pi$dana, pe$rbuatan yang lahi $ri$ah 

di $ke$nal de $ngan se $butan actus re $us, se $dangkan se $bali $knya yakni $ kondi $si $ ji $wa atau 

si $kap kalbu dari$ pe $laku pe$rbuatan i$tu se $ndi $ri$ di $se $but de $ngan me $ns re $a. Doktri $n 

me $ns re $a se $jati$nya me $mpe$rli $hatkan bahwa suatu pe $rbuatan ti$dak me$ngaki $batkan 

se $se $orang be $rsalah ke$cuali$ ji $ka pi$ki $ran orang i $tu jahat. Doktri$n te$rse $but 

di $landasakan adagi$um actus non faci$t re $um ni $si $ me $ns si $t re $a, yang be $rarti $ “suatu 

pe $rbuatan ti$dak me$ngaki $batkan se $se $orang be $rsalah ke$cuali$ ji$ka pi $ki $ran orang i $tu 

jahat”.11 

Me $nurut Roe $slan Sale$h  pe $nge $rti $an pe $rtanggungjawaban pi $dana adalah suatu yang 

di $pe$rtanggungjawabkan se$cara pi$dana te$rhadap se$se $orang yang me $lakukan 

pe $rbuatan pi$dana atau ti$ndak pi$dana. Roe $slan Sale$h me $nyatakan bahwa ti$daklah 

ada gunanya untuk me$mpe$rtanggungjawabkan Te$rdakwa atas pe$rbuatannya apabi $la 

pe $rbuatannya i $tu se$ndi $ri $ ti$dak be$rsi $fat me $lawan hukum, maka le$bi$h le $bi$h lanjut 

dapat pula di$katakan bahwa te$rle$bi $h dahulu harus ada ke$pasti$an te$ntang adanya 

pe $rbuatan pi$dana, dan ke$mudi $an se $mua unsur-unsur ke $salahan harus di$hubungkan 

pula de$ngan pe $rbuatan pi$dana yang di $lakukan.12 Se $se $orang di $katakan mampu 

be $rtanggungjawab, bi $la me$me $nuhi$ ti $ga syarat yai $tu: 

1. Dapat me$ngi $nsyafi $ makna dari$pada pe$rbuatannya 

2. Dapat me$ngi $nsyafi $ bahwa pe $rbuatannya i $tu ti$dak dapat di$pandang patut dalam 

pe $rgaulan masyarakat 

3. Mampu untuk me $ne$ntukan ni $at atau ke$he $ndak dalam me$lakukan pe$rbuatan 

(Ruslan Sale$h, 1983: 80). 

b. Te$ori $ Ke $adi $lan  

Ari $stote $le $s dalam karyanya yang be $rjudul E$ti$ka Ni$chomache $a me$nje$laskan 

pe $mi$ki $ran pe$mi $ki$rannya te $ntang ke $adi $lan. Bagi $ Ari $stote $le $s, ke $utamaan, yai $tu 

                                                             
10 Jandi Mukianto, Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia, Depok: Kencana, 2017, hlm. 

20. 
11 Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hlm. 61. 
12 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Angkasa, 2004, 

hlm. 2. 
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ke $taatan te$rhadap hukum (hukum poli$s pada waktu i$tu, te$rtuli$s dan ti$dak te$rtuli$s) 

adalah ke$adi$lan. De$ngan kata lai $n ke $adi$lan adalah ke$utamaan dan i$ni $ be $rsi $fat 

umum. Ke $adi $lan me$nurut Ari $stote $le$s di $ sampi$ng ke $utamaan umum, juga ke $adi$lan 

se $bagai $ ke $utamaan moral khusus, yang be $rkai$tan de$ngan si $kap manusi $a dalam 

bi $dang te $rte$ntu, yai $tu me$ne $ntukan hubungan bai $k antara orang-orang, dan 

ke $se $i$mbangan antara dua pi$hak. Ukuran ke $se $i$mbangan i $ni $ adalah ke$samaan 

nume$ri $k dan proporsi $onal. Hal i $ni $ kare$na Ari $stote $le$s me $mahami$ ke $adi $lan dalam 

pe $nge $rti $an ke$samaan. Dalam ke$samaan nume$ri $k, se $ti$ap manusi$a di$samakan dalam 

satu uni$t. Mi $salnya se $mua orang sama di $ hadapan hukum. Ke $mudi$an ke$samaan 

proporsi $onal adalah me$mbe$ri $kan ke$pada se $ti$ap orang apa yang me $njadi$ haknya, 

se $suai $ ke$mampuan dan pre$stasi$nya.13 Ari $stote$le $s me$ngatakan bahwa ke$adi$lan 

adalah me$mbe$ri$kan ke$pada se$ti $ap orang apa yang me $njadi$ haknya, fi $at juti$ti $a 

be $re $at mundus. Se $lanjutnya di $a me$mbagi $ ke $adi $lan di$bagi $ me $njadi$ dua be $ntuk 

yai $tu:14 

1) Ke $adi $lan di$stri $buti$f, adalah ke$adi$lan yang di $te $ntukan ole$h pe$mbuat undang-

undang, di $stri $busi $nya me $muat jasa, hak, dan ke$bai$kan bagi $ anggota-anggota 

masyarakat me$nurut pri $nsi $p ke$samaan proporsi $onal.  

2) Kadi $lan kore$kti$f, yai $tu ke$adi $lan yang me $njami$n, me$ngawasi $ dan me$me $li$hara 

di $stri$busi $ i $ni $ me$lawan se$rangan-se $rangan i $le$gal. Fungsi $ kore $kti$f ke $adi$lan pada 

pri $nsi $pnya di $atur ole$h haki$m dan me$nstabi $lkan ke$mbali$ status quo de$ngan cara 

me$nge $mbali $kan mi$li$k korban yang be $rsangkutan atau de $ngan cara me$ngganti $ 

rugi $ atas mi$li $knya yang hi $lang. Atau kata lai$nnya ke $adi$lan di$stri $buti$f adalah 

ke $adi$lan be$rdasarkan be$sarnya jasa yang di $be $ri$kan, se $dangkan ke $adi $lan kore$kti$f 

adalah ke$adi$lan be$rdasarkan pe$rsamaan hak. 

2. Konse $ptual  

Konse $ptual adalah pe$nggambaran antara konse $p-konse $p khusus yang me $rupakan 

kumpulan dalam arti$ yang be $rkai $tan, de $ngan i $sti $lah yang akan di $te$li $ti$ dan/atau 

                                                             
13 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241. 
14 Evan Sammuelson, Deni Achmad, dan Firganefi “Pengkhianatan Prinsip Keadilan Dalam Tindak 

Pidana Penggunaan Dokumen Palsu Pada Pemilihan Anggota DPR”,  Demokrasi: Jurnal Riset 

Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik  Vol. 1, No. 3 (2024) hlm. 47. 
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di $urai$kan dalam karya i $lmi $ah. I$sti $lah yang di $gunakan dalam pe$nuli$san skri $psi $ i $ni $ 

adalah se$bagai$ be $ri $kut:  

a. Anali $si $s adalah upaya untuk me $me$cahkan suatu pe$rmasalahan be$rdasarkan 

prose $dur i $lmi$ah dan me$lalui$ pe $nguji $an se $hi$ngga hasi $l anali $si $s dapat di$te $ri$ma 

se $bagai $ suatu ke$be $naran atau pe$nye $le $sai$an masalah.15 

b. Pe $rtanggungjawaban Pi $dana adalah Pe$rtanggungjawaban pi $dana (cri$mi $nal 

re $sponsi $bi $li$ty) adalah suatu me$kani$sme $ untuk me$ne$ntukan apakah se$se $orang 

te$rdakwa atau te$rsangka di $pe $rtanggungjawabkan atas suatu ti$ndakan pi$dana 

yang te $rjadi$ atau ti$dak. Untuk dapat di$pi$dananya si $ pe $laku, di $i$syaratkan bahwa 

ti$ndak pi $dana yang di $lakukannya i $tu me$me $nuhi$ unsur-unsur yang te $lah 

di $te$ntukan dalam undang-undang.16 

c. Oknum dalam konte$ks hukum di $ I$ndone $si $a me$rujuk pada i$ndi $vi $du atau orang 

yang te $rli$bat dalam suatu ti$ndakan, te$rutama yang be $rkai $tan de$ngan pe $langgaran 

hukum. Prose $s hukum yang di $hadapi$ me$ngi $kuti $ prose $dur yang di $te $tapkan, 

te$rmasuk ke $mungki $nan sanksi $ pi $dana dan di $si $pli$n se $suai $ de $ngan pe $raturan yang 

be $rlaku.Poli$si $ atau ke$poli $si $an adalah alat ne$gara yang be $rtugas me $me $li$hara 

ke $amanan dan ke$te $rti$ban masyarakat, me$mbe$ri $kan pe$ngayoman, dan 

me$mbe $ri$kan pe $rli$ndungan ke $pada masyarakat.17 

d. Ti$ndak Pi $dana adalah pe$rbuatan yang di $larang ole$h suatu aturan hukum, 

larangan mana di$se $rtai$ ancaman atau sanksi $ yang be $rupa pi$dana te$rte $ntu, bagi$ 

barangsi $apa me$langgar larangan te $rse $but.18 

e. Ti$ndak Pi $dana Pe$ni $puan adalah ti$ndakan se$se $orang de $ngan ti $pu musli$hat, 

rangkai $an ke$bohongan, nama palsu dan ke$adaan palsu de$ngan maksud 

me$nguntungkan di $ri $ se$ndi $ri $ de$ngan ti $ada hak. Rangkai $an ke$bohongan i $alah 

susunan kali $mat- kali$mat bohong yang te $rsusun de $mi $ki $an rupa yang me $rupakan 

ce$ri $ta se$suatu yang se $akan-akan be $nar.19  

 

                                                             
15 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54. 
16 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hlm. 103. 
17 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 

2009, hlm. 111. 
18 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 69. 
19 Sugandhi R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha 

Nasional, 1980, hlm. 396–397. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk me$mpe$rmudah dan me$mahami$ pe$nuli$san skri $psi $ i$ni $ se$cara ke$se $luruhan, 

maka di$saji$kan si $ste$mati$ka pe$nuli $san se $bagai $ be $ri$kut: 

I. PENDAHULUAN 

Me $rupakan bab se$mua te$ntang latar be$lakang, pe $rmasalahan dan ruang 

li$ngkup, tujuan dan ke$gunaan pe $ne$li $ti$an, ke$rangka te $ori$ti $s dan konse$ptual, 

se $rta si$ste $mati$ka pe$nuli$san. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Me $rupakan bab pe$ngantar yang me $ngurai $kan te$ntang pe $nge $rti $an pe$nge $rti $an 

umum dari$ pokok bahasan yang me $muat ti $njauan umum me$nge $nai $ Anali $si $s 

Pe $rtanggungjawaban Pi $dana Te$rhadap Oknum Poli$si $ Yang Me $lakukan Ti$ndak 

Pi $dana Pe$ni $puan. 

III. METODE PENELITIAN 

Me $rupakan bab yang me $mbahas suatu masalah yang me $nggunakan me $tode$ 

i $lmi$ah se $cara si $ste$mati$s, yang me $li$puti $ pe $nde $katan masalah, sumbe$r, je $ni $s data, 

prose $dur pe $ngumpulan dan pe $nge $lolaan data, se$rta anali$si $s data. Se $hi $ngga 

de $ngan de $mi$ki $an me$me$rlukan suatu me$tode $ yang je $las dan e$fe $kti$f agar hasi $l 

yang di $pe $role$h dari$ pe $ne $li$ti$an i $ni$ dapat di$pe $rtanggungjawabkan. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Me $rupakan bab yang be $ri $si $kan te $ntang pe $mbahasan yang me $nge $mukakan hasi $l 

pe $ne$li $ti$an me$nge $nai $ Anali $si $s Pe $rtanggungjawaban Pi $dana Te$rhadap Oknum 

Poli $si $ Yang Me $lakukan Ti$ndak Pi $dana Pe$ni $puan. 

V. PENUTUP 

Bab i $ni $ be$ri $si $kan ke$si $mpulan umum te$rhadap jawaban pe$rmasalahan dari$ hasi $l 

pe $ne$li $ti$an yang di $dapat se $rta pe $mbe$ri $an saran be $rdasarkan ke$si $mpulan yang 

te$lah di$ambi$l de $mi$ pe $rbai$kan di$ masa yang akan datang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pe $nge $rti $an Pe $rtanggungjawaban Pi $dana 

Pe $rtanggungjawaban pi $dana (Cri $mi $nal li$abi $li$ty) i$alah se$orang yang be $rbuat suatu 

ti$ndakan yang me $langgar hukum yang be $rarti$ be $lum bi$sa di $pi $dana akan te$tapi$ waji $b 

me$mpe $rtanggungjawabkan pe$rbuatan yang sudah di $lakukannya ji $kalau di$dapati$ 

unsur ke $salahan yai $tu pe $rbuatan yang di $lakukan (actus re $us) se $rta si $kap bati $n 

pe $laku (me $ns re $a).20 Me$ns re $a adalah si $kap bati$n pe $laku pada saat me$lakukan 

pe $rbuatan atau ni$at jahatnya, se $dangkan actus re $us adalah e$se $nsi $ dari$ ke $jahatan i$tu 

se $ndi $ri$ atau pe$rbuatan yang di $lakukan. Se$se $orang dapat di$pi$dana ti$dak cukup ji$ka 

orang te $rse $but te $lah me$lakukan pe$rbuatan yang be $rte$ntangan de $ngan hukum atau 

dalam kata lai$n unsur pe$rbuatan jahat (actus re $us) te$lah te$rpe$nuhi $. Namun ada satu 

hal pe$nti$ng yang juga harus di $pe $rhati$kan yai $tu ni $at jahat (me $ns re $a). Ni $at jahat 

(me $ns re $a) adalah suatu kri $te$ri $a yang harus ada dalam ti$ndak pi $dana. Kare $na untuk 

dapat me$mpe$rtanggungjawabkan suatu ti $ndakan pi$dana dari$ se $se $orang sangat 

di $te$ntukan adanya ni $at jahat (me $ns re $a).21 

Pe $rtanggungjawaban pi $dana adalah di$ te$ruskanya ce $laan yang obje $kti$f ada pada 

ti$ndak pi $dana be$rdasarkan hukum yang be $rlaku, se$cara subye $kti $f ke $pada pe$mbuat 

yang me $me$nuhi $ syarat-syarat undang-undang untuk dapat di$ ke $nai$ pi $dana kare$na 

pe $rbuatanya. Adapun yang di $maksud de $ngan ce $laan obye $kti $f i $alah suatu ti$ndakan 

atau pe$rbuatan yang di $lakukan ole$h se $se $orang (pe $laku), dan pe$rbuatan te$rse $but 

me$rupakan suatu ti$ndakan yang di $larang. Si $ngkatnya, pe $rbuatan yang te $lah 

di $lakukan ole$h se$se $orang yang di $duga pe $laku te$rse $but me$mang me $rupakan suatu 

                                                             
20 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, 

Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 267. 
21 Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan 

Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi” LEGAL: Journal of Law, Vol. 2, No. 2 

(2023) hlm. 20. 
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pe $rbuatan yang te $lah me$langgar ke $te$ntuan hukum yang ada atau ti$ndakannya 

te$rse $but te$lah be$rte$ntangan de$ngan hukum yang te $lah me$ngaturnya. Adapun yang 

di $maksud de$ngan ce $laan subje$kti$f i $alah suatu ce$laan yang me $rujuk ke$pada si $pe$laku 

pe $rbuatan te$rlarang te$rse $but, atau dapat di $katakan ce$laan yang subje $kti $f adalah 

orang yang me $lakukan pe$rbuatan yang di $larang atau be$rte$ntangan de $ngan hukum. 

Apabi $la pe$rbuatan yang di $lakukan suatu pe$rbuatan yang di $ce $la atau suatu pe$rbuatan 

yang di $larang namun apabi$la di$dalam di$ri $ se$se $orang te $rse $but ada se$suatu hal yang 

me$nye $babkan ti $dak dapat be$rtanggungjawab maka pe$rtanggungjawaban pi $dana 

te$rse $but ti$dak mungki $n ada.22 

Pe $rtanggungjawaban pi $dana me$nggambarkan bahwa suatu ti$ndak pi$dana yang 

be $rdi$ri $ se $ndi $ri$ ti $daklah be$rarti$ dan ti$dak dapat se$rta me$rta di$ganjar suatu hukuman 

atau sanksi$ pi $dana te$rhadap pe$lakunya te $rse $but, me$lai$nkan suatu ti$ndak pi $dana baru 

me$mi $li$ki $ makna dan arti$ ke$ti $ka di$bare$ngi $ de $ngan adanya pe $rtanggungjawaban 

pi $dana. Le $bi $h lanjut, adapun suatu pe$rtanggungjawaban pi$dana te$rse $but barulah 

lahi$r de $ngan di $te $ruskannya ce $laan (ve $wi$jbaarhe $i $d) yang obje $kti $f te $rhadap 

pe $rbuatan yang di $nyatakan se $bagai $ ti $ndak pi $dana yang be $rlaku, dan se$cara subje$kti$f 

ke $pada pe$mbuat ti$ndak pi $dana yang me $me$nuhi $ pe $rsyaratan untuk dapat di$ke $nai$ 

pi $dana kare$na pe$rbuatannya.23 

Me $nurut Chai$rul Huda, dasar dari $ adanya suatu ti$ndak pi $dana adalah asas le $gali $tas 

(se $bagai $mana di$atur dalam pasal 1 KUHP), se $dangkan dapat di$pi $dananya pe $mbuat 

atau pe$laku ti$ndak pi$dana adalah atas dasar ke $salahan. Hal i $ni$ me $nunjukkan bahwa 

si $ pe $laku ti$ndak pi$dana baru akan me$mi $li$ki $ suatu pe $rtanggungjawaban pi $dana, 

manakala si$ pe$laku te$lah me$lakukan pe$rbuatan yang salah dan be$rte $ntangan de$ngan 

hukum. Pada haki $katnya pe $rtanggungjawaban pi $dana me$rupakan suatu be$ntuk 

me$kani $sme$ yang di $ci $ptakan untuk be$re $kasi $ atas pe$langgaran suatu pe $rbuatan 

te$rte $ntu yang te $lah di$se $pakati$.24 

                                                             
22 Andreas N. Marbun, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi, Jakarta: MaPPI FHUI, 

2020, hlm. 2.  
23 Ibid, hlm. 3. 
24 Ibid. 
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Pe $rtanggungjawaban pi $dana se$lai$n harus dapat me$mbukti$kan ti$ndakan pi$dana 

(actus re $us) dari $ se $se $orang pe $laku harus dapat di$ke $te$mukan pula ni$at jahat (me $ns 

re $a) atau unsur ke$salahan. Hal i$ni $ sangatlah wajar ji$ka di$laksanakan. Ti$dak akan 

adi$l ji$ka di $laksanakan de$ngan hanya me $ngacu pada suatu pe$rbuatan jahatnya (actus 

re $us). Untuk me$ne$ntukan adanya ti$ndak pi$dana waji$b ada unsur ke$salahan, yakni $:25 

a. Te$rdapat ke$mampuan be$rtanggungjawab dari$ si $ pe $laku be$rarti$ ke $adaan psi$ki $s si $ 

pe $laku waji$b ti $dak saki$t; 

b. Te$rdapat i$katan bati$n di$antara si$ pe $laku de $ngan ti $ndaknnya yang be $rbe $ntuk 

dolus (ke$se $ngajaan) ataupun culpa (ke $alpaan), di$ke$nal se$bagai $ be$ntuk 

ke $salahan; 

c. Ti$dak ada alasan yang me $nghapuskan ke$salahan atau alasan pe$maaf. Apabi$la 

ke $-3 unsur te $rpe $nuhi$, maka yang si $ pe $laku bi $sa di$te $tapkan be$rsalah ataupun 

me$mi $li$ki $ pe$rtanggungjawaban pi $dana hi$ngga bi $sa di $pi$dana, akan te$tapi$ pe$rlu 

di $pe$rhati$kan pula ke $salahan yang be $rsangkutan harus di $te$tapkan te$rle$bi $h dahulu 

bahwasanya ti $ndakannya me $rupakan pe$rbuatan yang me $lawan hukum. 

Me $nurut Sudarto, di $pi$dananya se $se $orang, ti $daklah cukup apabi$la orang i $tu te $lah 

me$lakukan pe$rbuatan yang be $rte$ntangan de$ngan hukum atau be$rsi $fat me$lawan 

hukum. Jadi$ me$ski $pun pe$rbuatannya me $me$nuhi $ rumusan de$li $k dalam Undang-

Undang dan ti $dak di$be $narkan, namun hal te$rse $but be$lum me$me$nuhi $ syarat 

pe $njatuhan pi$dana.26 

2. Unsur-Unsur Pe $rtanggungjawaban Pi $dana 

a. Ke $mampuan be$rtanggung jawab.  

Me $nurut Van Hame$l ke$mampuan be$rtanggung jawab adalah suatu ke$adaan 

normali$tas psi$ki $s dan ke $matangan (ke $ce$rdasan) yang me $mbawa 3 (ti$ga) 

ke $mampuan, yakni $ (a) mampu untuk me$nge $rti$ ni $lai$ dari$ aki $bat-aki$bat pe $rbuatannya 

se $ndi $ri$, (b) mampu untuk me$nyadari $ bahwa pe $rbuatannya i $tu me$nurut pandangan 

masyarakat ti$dak di$pe $rbole$hkan, (c) mampu untuk me $ne$ntukan ke $he$ndaknya atas 

                                                             
25 Tri Andrisman, Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta 

Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, 

hlm. 96.  
26 Krismiyarsi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual, Demak: Pustaka Magister, 2018, 

hlm. 18. 
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pe $rbuatan-pe$rbuatannya i $tu.27 Mampu be$rtanggungjawab i$alah syarat ke$salahan, 

jadi$ bukan bagi $an dari$ ke $salahan. Ole$h se $bab nya, te $rhadap subje$k hukum manusi$a, 

bi $sa be$rtanggungjawab adalah unsur pe$rtanggungjawaban pi$dana, te$rmasuk syarat 

ada ke$salahan. Me$nurut Pasal 44 KUHP, me$nye $butkan bahwasanya: “ti $dak dapat 

di $pi$dana i$alah barang si $apa yang me $wujudkan suatu de$li$k, yang ti $dak dapat 

di $pe$rtanggungkan ke $padanya di $se $babkan ole$h ke $kurang se $mpurnaan pe $rtumbuhan 

akalnya atau saki$t gangguan akalnya”. Ke $ti $dakmampuan te$rse $but waji$b di$aki$batkan 

kare$na bati$nnya saki $t dalam pe$rtumbuhan atau cacat, se$hi $ngga ti $dak dapat di$mi$ntai$ 

pe $rtanggungjawaban. 

Ke $mampuan be$rtanggungjawab be $rkai $tan de $ngan dua faktor te$rpe $nti$ng, yakni $ 

pe $rtama faktor akal untuk me$mbe$dakan antara pe$rbuatan yang di $ pe $rbole$hkan dan 

yang di $ larang atau me $langgar hukum, dan ke $dua faktor pe$rasaan atau ke$he $ndak 

yang me $ne$tukan ke$he$ndaknya de $ngan me$nye $suai $kan ti$ngkah lakunya de $ngan 

pe $nuh ke$sadaran. Di$dalam hal ke$mampuan be$rtanggungjawab bi $la di$ li$hat dari$ 

ke $adaan bati$n orang yang me $lakukan pe $rbuatan pi$dana me$rupakan masalah 

ke $mampuan be$rtanggungjawab dan me$njadi $ dasar yang pe $nti $ng untuk me $ne $ntukan 

adanya ke $salahan, yang mana ke $adaan ji$wa orang yang me $lakukan pe$rbuatan 

pi $dana haruslah se$de $mi$ki $an rupa se $hi$ngga dapat di$katakan normal, se$bab kare$na 

orang yang normal dan se $hat i $ni $lah yang dapat me$ngatur ti $ngkah lakunya se $suai $ 

de $ngan ukuran – ukuran yang di $ anggap bai$k ole $h masyarakat. 

Si $mons me$nambahkan bahwa “ke$mampuan be$rtanggungjawab dapat di$arti$kan 

se $bagai $ suatu ke$adaan psi$ki$s se $de $mi$ki $an, yang me $mbe$narkan adanya pe $ne $rapan 

se $suatu upaya pe $mi$danaan, bai$k di $li$hat dalam sudut umum maupun dari$ orangnya. 

Se $orang dapat di $pe $rtanggungjawabkan apabi$la: a)  I$a mampu untuk me $nge $tahui$ 

atau me$nyadari $ bahwa pe$rbuatannya be $rte$ntangan de $ngan hukum. b) I$a dapat 

me$ne $ntukan ke$he $ndaknya se $suai $ de $ngan ke $sadaran te$rse $but. Be $rbi $cara me$nge $nai$ 

pe $rtanggungjawaban pi$dana, adapun me$nurut Sutri$sna, untuk adanya ke $mampuan 

be $ranggungjawab maka harus ada dua unsur yai $tu: (1) ke $mampuan untuk 

me$mbe $dabe$dakan antara pe$rbuatan yang bai$k dan buruk, yang se $suai $ de $ngan 

                                                             
27 Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi 

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 104. 
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hukum dan yang me $lawan hukum; (2) ke$mampuan untuk me$ne $ntukan ke$he $ndaknya 

me$nurut ke$i $nsafan te$ntang bai$k dan buruknya pe $rbuatan tadi$. Dari$ pe $nje$lasan 

te$rse $but, maka dapat di$si $mpulkan dan di$jabarkan le$bi $h lanjut bahwa pada dasarnya, 

ke $mampuan be$rtanggungjawab se $cara hukum pi$dana me$mi$li $ki$ 2 unsur utama dan 

mutlak ada dalam di$ri $ si $ pe$laku ti$ndak pi$dana, yai $tu pe $nge $tahuan atau akal yang 

dapat me$mbe $dakan antara pe$rbuatan yang bai $k (di $pe $rbole$hkan se$cara hukum) 

de $ngan yang jahat (di$larang se $cara hukum), dan yang ke $dua i $alah adanya ke $he $ndak 

dan ke$sadaran dari$ te$rdakwa untuk me$lakukan ti$ndakan te$rse$but.28 

b. Adanya unsur ke $salahan 

Ke $salahan be $rasal dari$ bahasa lati$n "schuld" yang be $rarti$ ke $adaan psi$kologi $s 

se $se $orang yang te $rkai$t de $ngan ti $ndakan yang di $lakukannya be $gi $tu komple$ks 

se $hi $ngga be $rdasarkan kondi$si $ te$rse $but, pe$laku dapat di$kri $ti$k kare$na ti$ndakannya.29 

Di $pi $dananya se $se $orang ti $daklah cukup orang i $tu te$lah me$lakukan pe$rbuatan yang 

be $rte$ntangan de $ngan hukum atau be $rsi $fat me$lawan hukum. Me $ski $pun pe $rbuatanya 

me$me $nuhi$ rumusan de$li$k dalam undang-undang dan ti$dak di$be $narkan, namun hal 

te$rse $but be$lum me$me$nuhi $ syarat untuk pe $njatuhan pi$dana. Untuk i$tu pe $mi$danaan 

masi$h pe $rlu adanya syarat, yai $tu orang yang me $lakukan pe$rbuatan i$tu me$mpunyai $ 

ke $salahan atau be$rsalah (Subje$cti$ve$ gui$lt), Di $ si$ni $ be$rlaku apa yang di $ se $but asas 

“ti$ada pi$dana tanpa ke$salahan”. Ke $salahan di$anggap ada apabi$la de$ngan se $ngaja 

atau kare$na ke$lalai$an te$lah me$lakukan pe$rbuatan yang me $ni $mbulkan ke$adaan atau 

aki$bat yang di $larang ole $h hukum pi$dana dan di$lakukan de$ngan mampu be$rtanggung 

jawab.30 Me $nge $nai$ adanya ke $salahan yang dapat di $pi $dana, maka Te$rdakwa 

haruslah:  

a. Me $lakukan pe$rbuatan pi$dana (si$fat me$lawan hukum). 

b. Mampu be$rtanggungjawab.  

c. De $ngan ke $se $ngajaan atau ke$alpaan. 

d. Ti$dak adanya alasan pe$maaf atau pe$mbe$nar.31 

                                                             
28 Andreas N. Marbun, Op.Cit., hlm.1-2. 
29 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2012, hlm. 114. 
30 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 77. 
31 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, jakarta: Rhineka Cipta, 2009, hlm. 37. 
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c. Ti$dak ada alasan pe$maaf. 

Alasan pe $nghapus pi $dana di$be $dakan me$njadi$ alasan pe$mbe$nar (re $chtvaardi$gi $ngs 

ground) dan alasan pe$maaf (schuld ui$tslui$ti $ngs ground). Pe$mbe $daan te$rse $but se$suai$ 

de $ngan pe $rke$mbangan hukum pi$dana yang me $mbe$dakan dapat di$pi $dananya 

pe $rbuatan (straf baarhe $i $d van he$t fe$i $t) de$ngan di $pi $dananya orang yang me $lakukan 

pe $rbuatan (straf baarhe $i$d van de $r pe $rsoon).32 Alasan pe $maaf me$rupakan suatu 

alasan yang me $nghapuskan ke $salahan te$rdakwa. Ke $salahan yang di $maksud 

me$li $ngkupi $ ke $se $ngajaan (dolus) dan ke $lalai$an/ke $alpaan (culpa). Alasan 

pe $nghapusan pi $dana yang masuk ke $dalam alasan pe$maaf te$lah te$rcantum pada 

KUHP yai $tu pasal: 

1) Daya paksa re $lati$f, Pasal 44 KUHP be $ri $si $kan me$nge $nai $ ke$ti $dakmampuan 

be $rtanggung jawab pe $mbuat di$kare$na kurang se $mpurna ji$wanya atau akal 

kare$na saki $t. Hal i $ni $ waji $b ada ke$te $rkai$tan antara pe$rbuatan yang sudah 

di $lakukan de$ngan pe $nyaki $t yang di $de $ri $ta.  

2) Pe $mbe$laan te$rpaksa me$lampaui$ batas, Pasal 49 KUHP me $ngatur pe $mbe$laan 

darurat yang me $lampaui$ batas atau noodwe $e$r e $xce$s yang me $ngatur hal 

de $mi$ki $an yang di $aki $batkan ole$h guncangan ji$wa yang he $bat di$kare $nakan 

ancaman se$rangan atau se$rangan se $hi $ngga ti$dak di $pi$dana.  

Pe $ri $ntah jabatan yang ti $dak sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP yang me $ngatur te $ntang 

orang yang de $ngan maksud bai $knya me $lakukan pe$ri $ntah jabatan yang ti $dak sah 

se $rta tanpa we$we $nang ti $dak dapat di$pi$dana, se $kali$pun pe$ri $ntah i$tu me$nghasi $lkan 

ti$ndakan pi $dana. I$ti$kad bai $k di $si $ni$ arti $nya orang i $tu me $ngi $ra bahwasanya pe $ri $ntah 

i $tu sah se$rta di$be $ri $ de$ngan we $we $nang dan pe$laksanaannya masuk li $ngkup 

pe $ke$rjaan. 

B. Kepolisian  

1. Pe $nge $rti $an Ke $poli $si $an 

I$sti $lah poli $si $ be $rasal dari$ kata poli$te$a, kata poli$te$a di $gunakan se $bagai $ ti $te$l buku 

pe $rtama Plato yakni $ poli $te$i $a di$ambi$l dari$ yang dalam bahasa Yunani$ me$mi$li $ki$ arti$ 

suattu ne$gara yang i $de $al se$suai $ de $ngan ci $taci$ta suatu ne$gara yang be $bas dari$ 

pe $mi$mpi$n ne $gara yang rakus dan jahat se$rta te$mpat ke$adi$lan di$junjung ti$nggi $. Pada 

                                                             
32 Setiyono, Op. Cit., hlm. 113. 
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saat i$tu ne$gara Yunani $ te$rdi$ri $ dari$ kota-kota yang di $namakan "Poli $s". Jadi$ pada 

zaman i$tu arti$ poli $si $ de$mi$ki $an luasnya bahkan me$li $puti$ se $luruh pe$me$ri $ntahan 

ne $gara kota.33 Poli$si $ Me $nurut Kamus Be $sar Bahasa I$ndone $si $a yang di $maksudkan 

de $ngan Poli $si $ adalah badan pe$me$ri $ntah yang be $rtugas me $me $li$hara ke$amanan dan 

ke $te$rti$ban umum (me$nangkap orang yang me $langgar undang-undang dan 

se $bagai $nya); anggota badan pe$me$ri $ntah (pe $gawai $ ne$gara yang be $rtugas me $njaga 

ke $amanan dan se$bagai $nya).  

Poli $si $ adalah suatu pranata umum si$pi $l yang me $njaga ke$te$rti$ban, ke$amanan dan 

pe $ne$gakan hukum di$ se $luruh wi$layah Ne $gara I$ndone $si $a. Ke $poli $si $an Ne$gara 

Re $publi$k I$ndone $si $a (Polri$) adalah ke$poli$si $an Nasi$onal I$ndone $si $a yang be $rtanggung 

jawab langsung di $ bawah Pre $si $de $n. Polri$ me $mpunyai $ motto yai $tu: Rastra 

Se $wakotama yang arti$nya Abdi $ Utama bagi $ Nusa Bangsa. Polri $ me $nge $mban tugas-

tugas ke $poli$si $an di$ se $luruh wi$layah I$ndone $si $a yai $tu me$me$li $hara ke$amanan dan 

ke $te$rti$ban masyarakat, me$ne$gakkan hukum dan me$mbe$ri $kan pe$rli$ndungan, 

pe $ngayoman se $rta pe$layanan ke$pada masyarakat.34 Pe $ke$rjaan Poli$si $ adalah 

pe $ne$gakan hukum i$n opti$ma forma, Poli$si $ adalah hukum yang hi $dup. Me $lalui$ Poli$si $ 

janji$-janji$ dan tujuan hukum untuk me$ngamankan se $rta me$li $ndungi $ masyarakat 

me$njadi$ ke $nyataan (Rahardjo, 2009).35 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Te $ntang Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a 

dalam Pasal 1 angka (1) di $je$laskan bahwa Ke $poli $si $an adalah se$gala hal-i $hwal yang 

be $rkai$tan de$ngan fungsi $ dan le$mbaga poli $si $ se$suai $ de$ngan pe $raturan pe$rundang-

undangan. I$sti $lah ke $poli$si $an dalam Undang-undang i $ni $ me $ngandung dua 

pe $nge $rti $an, yakni $ fungsi $ poli $si $ dan le$mbaga poli $si $. Se $lanjutnya Pasal 5 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 te$ntang Ke $poli $si $an Ne $gara Re$publi $k I$ndone $si $a 

me$nye $butkan bahwa: 

1) Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a me $rupakan alat ne$gara yang be $rpe $ran 

dalam me$me $li$hara ke$amanan dan ke$te$rti$ban masyarakat, me$ne $gakkan hukum, 

                                                             
33 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm, 1. 
34 Theresia Marthauli, Maria Heny Pratiknjo, and Jetty ET Mawara. ”Orientasi Nilai Tugas Polisi 

Dalam Melayani Masyarakat Di Polresta Manado” HOLISTIK:Journal of Social and Culture Vol. 

15, No. 2 (2022), hlm. 6. 
35 Ni Ketut Sari Adnyani, ”Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan 

hukum pidana.” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 136. 
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se $rta me$mbe $ri$kan pe$rli $ndungan, pe$ngayoman, dan pe$layanan ke $pada 

masyarakat dalam rangka te$rpe $li$haranya ke $amanan dalam ne$ge $ri $.  

2) Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a adalah Ke $poli $si $an Nasi $onal yang 

me$rupakan satu ke$satuan dalam me$laksanakan pe$ran se$bagai $mana di$maksud 

dalam ayat (1). 

2. Tugas, We $we $nang, dan Fungsi $ Ke $poli $si $an  

a. Tugas Ke $poli $si $an 

Poli $si $ be $rpe$ran dalam me$njaga ke $amanan dan ke $te$rti $ban masyarakat. Yang 

di $maksud de$ngan ke $amanan dan ke$te $rti$ban masyarakat di $atur dalam Pasal 1 angka 

5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Te$ntang Ke $poli $si $an Ne $gara Re$publi $k 

I$ndone $si $a : 

“Ke $amanan dan ke$te$rti $ban masyarakat adalah suatu kondi$si $ di $nami$s masyarakat 

se $bagai $ salah satu prasyarat te$rse $le$nggarakannya prose $s pe $mbangunan nasi $onal 

dalam rangka te$rcapai$nya tujuan nasi$onal yang di $tandai$ ole$h te$rjami$nnya 

ke $amanan, ke$te$rti$ban, dan te$gaknya hukum, se $rta te$rbi $nanya ke $te $ntraman, yang 

me$ngandung ke $mampuan me$mbi$na se$rta me$nge $mbangkan pote$nsi $ dan ke$kuatan 

masyarakat dalam me$nangkal, me$nce$gah, dan me$nanggulangi $ se $gala be $ntuk 

pe $langgaran hukum dan be$ntuk-be $ntuk gangguan lai$nnya yang dapat me$re$sahkan 

masyarakat.” 

Tugas ke $poli$si $an dapat di$bagi $ dalam dua golongan, yai $tu tugas re $pre $si $f dan tugas 

pre $ve $nti $f. Tugas re$pre $si $f i $ni$ adalah mi$ri$p de $ngan tugas ke $kuasaan e$xe $cuti$ve $, yai $tu 

me$njalankan pe$raturan atau pe$ri$ntah dari $ yang be $rkuasa apabi $la te$lah te$rjadi$ 

pe $ri$sti $wa pe $langgaran hukum. Se $dangkan tugas pre $ve $nti $f dari$ ke $poli $si $an i$alah 

me$njaga dan me$ngawasi $ agar pe $raturan hukum ti$dak di$langgar ole $h si$apapun. 

Be $rdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke $poli $si $an 

Re $publi$k I$ndone $si $a. Tugas pokok Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a (Polri $) 

me$nyatakan tugas pokok Polri $ adalah:  

1) Me $me$li $hara atau me$njaga ke $amanan dan ke $te$rti$ban masyarakat,  

2) Me $ne $gakkan hukum dan ke$adi$lan,  
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3) Me $mbe$ri $kan pe$rli $ndungan, pe $ngayoman dan pe$layanan ke$pada masyarakat.36 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke $poli $si $an Re$publi $k 

I$ndone $si $a, Dalam me$laksanakan tugas pokok se $bagai $mana di$maksud dalam Pasal 

13, Ke $poli $si $an Re $publi$k I$ndone $si $a be $rtugas: 

a) Me $laksanakan pe$ngaturan, pe$njagaan, pe $ngawalan, dan patroli$ te$rhadap 

ke $gi $atan masyarakat dan pe$me$ri $ntah se$suai $ ke$butuhan;  

b) Me $nye $le $nggarakan se$gala ke$gi $atan dalam me$njami$n ke$amanan, ke$te$rti $ban, dan 

ke $lancaran lalu li$ntas di$jalan;  

c) Me $mbi$na masyarakat untuk me$ni $ngkatkan parti$si $pasi $ masyarakat, ke$sadaran 

hukum masyarakat se$rta ke$taatan warga masyarakat te$rhadap hukum dan 

pe $ratuan pe$rundang-undangan;  

d) Turut se$rta alam pe$mbi$naan hukum nasi$onal;  

e) Me $me$li $hara ke$te $rti$ban dan me$njami$n ke $amanan umum;  

f) Me $lakukan koordi$nasi $, pe $ngawasan, dan pe $mbi$naan te$kni $s te $rhadap ke$poli $si $an 

khususnya, pe $nyi $di $k pe $gawai $ ne $ge $ri $ si $pi $l, dan be $ntuk- be $ntuk pe $ngamanan 

swakarsa;  

g) Me $lakukan pe$nye $li $di$kan dan pe$nyi $di $kan te $rhadap se$mua ti$ndak pi$dana se$suai $ 

de $ngan hukum acara pi$dana dan pe$raturan pe $rundang- undangan lai$nnya;  

h) Me $nye $le $nggarakan i$de $nti$fi $kasi $ ke$poli $si $an, ke $dokte$ran ke$poli$si $an, laboratori$um 

fore $nsi $k dan psi$kologi $ ke $poli $si $an untuk ke$pe $nti$ngan tugas ke $poli $si $an;  

i) Me $li$ndungi $ ke $se $lamatan ji$wa raga, harta be$nda, masyarakat, dan li$ngkungan 

hi $dup dari$ gangguan ke $te $rti$ban dan/atau be$ncana te$rmasuk me$mbe$ri $kan 

bantuan dan pe$rtolongan de $ngan me $njunjung ti $nggi $ hak asasi $ manusi $a; 

j)  Me $layani $ ke $pe$nti $ngan warga masyarakat untuk se$me$ntara se$be $lum di$tangani$ 

ole$h i $nstansi $ dan/atau pi$hak yang be $rwe $nang;  

k) Me $mbe$ri $kan pe$layanan ke $pada masyarakat se$suai $ de$ngan ke $pe$nti $ngannya 

dalam li$ngkup tugas ke $poli $si $an; se$rta 

l) Me $laksanakan tugas lai$n se $suai $ de$ngan pe $raturan pe$rundang- undangan.  

Dari $ tugas-tugas poli $si $ te $rse $but dapat di$ke $mukakan bahwa pada dasarnya tugas 

poli$si $ ada dua yai $tu tugas untuk me $me $li$hara ke$amanan, ke$te$rti $ban, me$njami$n dan 

me$me $li$hara ke$se $lamatan ne$gara, orang, be $nda dan masyarakat se $rta me$ngusahakan 

ke $taatan warga ne $gara dan masyarakat te $rhadap pe$raturan ne$gara. Tugas i $ni $ 

di $kate$gori $kan se $bagai $ tugas pre $ve $nti $f dan tugas re $pre $si $f.  

b. We $we $nang Ke $poli $si $an 

Poli $si $ di$be $ri $ we $we $nang dalam hal me$laksanakan tugas dan fungsi $nya, di $atur dalam 

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Ne $gara Re$publi $k I$ndone $si $a Nomor 2 Tahun 

2002 te$ntang Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a, dalam rangka 

                                                             
36 Firganefi dan A. Irzal Fardiansyah, Hukum Dan Kriminalistik, Bandar Lampung: Justice 

Publisher, 2014, hlm. 20. 
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me$nye $le $nggarakan tugas se $bagai $mana di$maksud dalam Pasal 13 dan 14 di$ bi $dang 

prose $s pi $dana, para anggota ke $poli$si $an be $rwe $nang untuk :  

a) Me $lakukan pe$nangkapan, pe$nahanan, pe$ngge $le $dahan, dan pe$nyi $taan;  

b) Me $larang se $ti $ap orang me $ni $nggalkan atau me $masuki$ te $mpat ke$jadi$an pe$rkara 

untuk ke$pe $nti$ngan pe $nyi $di $kan;  

c) Me $mbawa dan me$ngahadapkan orang ke $pada pe$nyi $di $k dalam rangka 

pe $nyi $di $kan; 

d) Me $nyuruh be $rhe $nti$ orang yang di $curi $gai $ dan me$nanyakan se $rta me$me$ri $ksa 

tanda pe$nge $nal di$ri $;  

e) Me $lakukan pe$me$ri$ksaan dan pe$nyi $taan surat; 

f) Me $manggi $l orang untuk di $de $ngar dan di $pe $ri$ksa se $bagai $ te$rsangka atau saksi $;  

g) Me $ndatangkan orang ahli$ yang di $pe $rlukan dalam hubungannya de $ngan 

pe $me$ri $ksaan pe$rkara; 

h) Me $ngadakan pe $nghe $nti$an pe $nyi $di $kan;  

i) Me $nye $rahkan be$rkas pe $rkara ke$pada pe$nuntut umum;  

j) Me $ngajukan pe $rmi$ntaan se$cara langsung ke $pada pe $jabat i$mi$grasi $ yang 

be $rwe $nang di $ te$mpat pe$me$ri $ksaan i$mi$grasi $ dalam ke$adaan me$nde $sak atau 

me$ndadak untuk me$nce$gah dan me$nangkal orang yang di $sangka me$lakukan 

ti$ndak pi $dana;  

k) Me $mbe$ri $ pe $tunjuk dan bantuan pe$nyi $di $kan ke$pada pe$nyi $di $k pe $gawai $ ne $ge $ri $ 

si $pi $l se$rta me$ne $ri $ma hasi$l pe$nyi $di $kan pe $nyi $di $k pe$gawai $ ne $ge $ri $ si $pi$l untuk 

di $se $rahkan ke$pada pe$nuntut umum; dan  

l) Me $ngadakan ti$ndakan lai$n me $nurut hukum yang be $rtanggung jawab. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke $poli $si $an Re$publi $k 

I$ndone $si $a, bahwa ke$poli $si $an me$mpunyai $ we $we $nang yai $tu:  

a. Me $ne $ri$ma laporan dan/atau pe$ngaduan.  

b. Me $mbantu me$nye $le $sai $kan pe$rse $li $si $han warga masyarakat yang dapat 

me$ngganggu ke $te $rti$ban umum.  

c. Me $nce$gah dan me $nanggulangi $ tumbuhnya pe $nyaki $t masyarakat; antara lai$n 

pe $nge $mi $san dan pe$rge $landangan, pe$lacuran, pe$rjudi$an, pe $nyalahgunaan obat 

dan Narkoti$ka, pe $mabukan, pe$rdagangan manusi$a, pe $nghi $sapan/prakti $k li $ntah 

darat, dan pungutan li$ar.  

d. Me $ngawasi $ ali$ran yang dapat me$ni $mbulkan pe$rpe $cahan atau me$ngancam 

pe $rsatuan dan ke$satuan bangsa; Ali $ran yang di $maksud adalah se$mua atau 

paham yang dapat me $ni$mbulkan pe$rpe $cahan atau me$ngancam pe $rsatuan dan 

ke $satuan bangsa antara lai$n ali$ran ke$pe $rcayaan yang be $rte$ntangan de $ngan 

falsafah dasar Ne$gara Re $publi $k I$ndone $si $a.  

e. Me $nge $luarkan pe$raturan ke$poli$si $an dalam li$ngkup ke $we $nangan admi $ni $strati$f 

ke $poli$si $an.  

f. Me $laksanakan pe$me$ri$ksaan khusus se $bagai $ bagi $an dari $ ti $ndakan ke$poli $si $an 

dalam rangka pe$nce $gahan  
g. Pe $jabat Ke $poli$si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a me $njalankan tugas dan 

we $we $nangnya di $ se $luruh wi $layah ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a, khususnya di $ 

dae$rah hukum pe$jabat yang be $rsangkutan di $tugaskan se $suai$ de $ngan pe $raturan 
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pe $rundang-undangan untuk ke $pe$nti $ngan umum pe$jabat Ke $poli$si $an Ne $gara 

Re $publi$k I$ndone $si $a dalam me$laksanakan tugas dan  

h. we $we $nangnya dapat be$rti$ndak me$nurut pe$ni $lai$annya se $ndi $ri $. Pe$laksanaan 

ke $te$ntuan te$rse$but hanya dapat di$lakukan dalam ke$adaan yang sangat pe $rlu 

de $ngan me $mpe$rhati$kan Pe $raturan Pe $rundang-Undangan dan Kode $ E $ti $k Profe $si $ 

Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a. Ke $poli$si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a 

dalam pe$laksanaan tugasnya be $rtanggung jawab ke$pada Pre$si $de $n bai$k di$bi $dang 

fungsi $ ke $poli $si $an pre $ve $nti $f maupun re $pre $si $f yusti $si $al. Namun de $mi$ki $an 

pe $rtanggungjawaban te$rse $but harus se $nanti$asa be$rdasar ke$pada ke$te$ntuan 

pe $raturan pe$rUndang- Undangan, se $hi $ngga ti$dak te$rjadi$ i $nte$rve $nsi $ yang dapat 

be $rdampak ne$gati $f te$rhadap pe$muli$aan profe $si $ ke$poli $si $an. 

c.   Fungsi $ Ke $poli $si $an 

Pasal 2 Undang-Undang Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a Nomor. 2 Tahun 2002 te$ntang 

Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a me $nyatakan bahwa fungsi $ ke $poli $si $an 

me$rupakan salah satu fungsi $ pe$me $ri$ntahan ne$gara dalam bi$dang pe $me $li$haraan 

ke $amanan dan ke$te $rti$ban masyarakat, pe $ne $gakan hukum, pe $rli$ndungan, 

pe $ngayoman, dan pe$layanan ke $pada masyarakat. Se$dangkan Pasal 3 me$nyatakan 

bahwa pe$nge $mban fungsi $ ke $poli $si $an adalah Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a 

yang di $bantu ole$h:  

a) ke $poli$si $an khusus 

Ke $poli $si $an khusus adalah i$nstansi$ dan/atau badan Pe$me$ri $ntah yang ole $h atau 

atas kuasa Undang-Undang (pe $raturan pe$rundang-undangan) di $be $ri $ we$we $nang 

untuk me$laksanakan fungsi $ ke $poli$si $an di $bi$dang te $kni $snya masi $ng-masi $ng. 

We $we $nang be $rsi $fat khusus dan te $rbatas dalam “li$ngkungan kuasa soal-soal” 

(zake $n ge $bi$e $d) yang di $te $ntukan ole$h pe $raturan pe$rundang-undangan yang 

me$njadi$ dasar hukumnya. Contoh “ke $poli$si $an khusus” yai $tu Balai$ Pe $ngawasan 

Obat dan Makanan (Di$tje$n POM De $pke $s), Polsus Ke $hutanan, Polsus di $ 

li$ngkungan I$mi $grasi $ dan lai $n-lai$n. 

b) pe $gawai $ ne $gri $ si $pi $l dan/atau  

c) be $ntuk-be $ntuk pe$ngamanan swakarsa 

Suatu be $ntuk pe$ngamanan yang di $adakan atas ke$mauan, ke$sadaran, dan 

ke $pe$nti $ngan masyarakat se$ndi $ri$ yang ke $mudi $an me$mpe $role$h pe$ngukuhan dari $ 

Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a, se $pe $rti$ satuan pe$ngamanan li$ngkungan 

dan badan usaha di$ bi$dang jasa pe$ngamanan. Be$ntuk-be $ntuk pe $ngamanan 

swakarsa me $mi$li$ki $ ke $we $nangan ke $poli $si $an te$rbatas dalam li$ngkungan kuasa 
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te$mpat, me$li$puti $ li $ngkungan pe $muki $man, li$ngkungan ke $rja, li$ngkungan 

pe $ndi$di $kan. Contohnya adalah satuan pe$ngamanan li$ngkungan di $ pe $muki $man, 

satuan pe$ngamanan pada kawasan pe$rkantoran atau satuan pe$ngamanan pada 

pe $rtokoan. Pe$ngaturan me $nge $nai $ pe $ngamanan swakarsa me$rupakan 

ke $we $nangan Kapolri $. Pe$nge $mban fungsi $ ke$poli $si $an te$rse $but me$laksanakan 

fungsi $ ke $poli $si $an se$suai $ pe$raturan pe$rundangundangan yang me $njadi$ dasar 

hukumnya masi $ng-masi $ng. 

Me $nurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke $poli $si $an 

Re $publi$k I$ndone $si $a, di $se $butkan bahwa ke $poli$si $an me$rupakan alat ne$gara yang 

be $rpe$ran dalam me$me$li $hara ke$amanan dan ke$te $rti$ban masyarakat, me$ne$gakkan 

hukum, se$rta me$mbe$ri $kan pe$rli$ndungan, pe$ngayoman, dan pe$layanan ke$pada 

masyarakat dalam rangka te$rpe$li $haranya ke$amanan dalam ne$ge $ri $. Ke $poli $si $an 

Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a adalah Ke $poli$si $an Nasi $onal yang me $rupakan satu 

ke $satuan dalam me$laksanakan pe$ran:  

a. Ke $amanan dan ke$te$rti$ban masyarakat.  

b. Ke $amanan dalam ne$ge $ri $. 

Pe $nge $mban fungsi $ Ke $poli $si $an se $bagai $mana di $maksud di$atas, me$laksanakan fungsi $ 

Ke $poli $si $an se$suai $ de$ngan pe $raturan pe$rundang-undangan yang me $njadi$ dasar 

hukum masi$ng-masi $ng. 

2. Kode $ E $ti $k Ke $poli $si $an 

I$sti $lah E$ti $ka be$rasal dari$ bahasa Yunani$ "e $thos" yang me $rujuk pada cara be$rpi$ki $r, 

ke $bi$asaan, adat, pe$rasaan, si$kap, karakte $r, watak ke$susi $laan, atau adat. Dalam 

Kamus Bahasa I$ndone $si $a, te $rdapat ti$ga arti$ yang dapat di $be$ri $kan pada kata E$ti $ka. 

Pe $rtama, E$ti$ka dapat me$rujuk pada si$ste$m ni$lai$ atau ni$lai$-ni $lai$ dan normanorma 

moral yang me $njadi$ panduan bagi $ i $ndi $vi $du atau ke$lompok dalam be$rpe$ri $laku dan 

be $rti$ndak. Ke $dua, E$ti $ka juga dapat di$arti$kan se$bagai $ kumpulan azas atau ni$lai$ yang 

be $rkai$tan de$ngan akhlak atau moral. Ke $ti$ga, E $ti$ka juga dapat di $pahami$ se $bagai $ i $lmu 

yang me $mpe$lajari$ konse $p te$ntang yang bai$k dan yang buruk yang di $te $ri$ma dalam 
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suatu masyarakat, se $rta me$njadi$ obje $k pe$ne $li$ti$an yang di $lakukan se$cara si$ste $mati$s 

dan me$todi$s.37 

Kode $ e $ti $k profe$si $ Ke $poli $si $an Ne$gara Re $publi$k I$ndone $si $a me$njadi$ pe$doman bagi$ 

anggota Ke $poli $si $an Ne$gara Re$publi $k I$ndone $si $a (poli$si $), si $kap dan pri$laku poli$si $ 

te$rkai $t pada kode$ e $ti$k profe $si $ Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi $k I$ndone $si $a. Kode $ E $ti $k 

Profe $si $ POLRI$ me $rupakan se $buah aturan atau norma yang di $gunakan untuk 

landasan dalam be$rpe $ri $laku bai$k dan me$ngatur hal-hal yang dapat me$mbole$hkan 

dan ti$dak me$mbole$hkan dalam me$lakukan tugas dan ke$waji $ban aparat pe$ne$gak 

hukum. Pe$ngaturan kode $ e$ti$k profe$si $ me$njadi$ tolak ukur pe$rbuatan yang di $lakukan 

ole$h anggota polri $ untuk me$nghi $dari $ pe $rbuatan yang me $langgar hukum dan 

me$nce $gah profe $si $ te$rse $but agar djalani$ de$ngan se $harusnya se $suai $ ke$te $ntuan-

ke $te$nutan standart akti$vi $tas anggota profe $si $ se $kali$gus se $bagai $ pe $doman dalam 

me$laskanakan tugas. Pe $langgaran e$ti $ka ke$poli$si $an se $ri$ng te $rjadi $, bi$asanya be $ntuk-

be $ntuk pe$langgaran yang ke $rap di $langgar me $li$puti $ e$ti $ka ke$pri$badi $an, e$ti$ka 

ke $ne$garaan, e$ti $ka ke$le$mbagaan, se$rta e$ti$ka hubungan de$ngan masyarakat. dalam 

kasus pe $langgaran yang di $lakukan ole $h anggota polri $ me $lalui$ prose $s pe $rsi $dangan 

pe $langgaran di $si $pli $n yang me $mpunyai $ be $be $rapa tahap, pe$rtama pe$rsi $apan si$dang, 

ke $dua pe$laksanaan si$dang, te $rakhi $r pe$laksanaan putusan si$dang.  

KE $PP si $ngkatan dari $ Kode $ E $ti $k Profe $si $ Polri$, adalah se $pe$rangkat norma atau aturan 

yang me $njadi$ dasar e $ti $ka atau fi$losofi$ yang be $rkai $tan de $ngan pe $ri $laku dan ucapan 

anggota Polri$ dalam me$njalankan tugas, we $we $nang, dan tanggung jawab 

jabatannya Tujuan dari$ Kode $ E $ti$k Ke $poli $si $an adalah untuk me$masti$kan pe$ne $rapan 

e $ti$ka ke$poli$si $an yang proporsi $onal dalam hubungannya de $ngan masyarakat, se$rta 

me$mbe $ri$kan ke$yaki $nan ke $pada poli$si $ bahwa me$ngge $ne $rali$sasi $kan e $ti$ka ke$poli $si $an 

yang be $nar, bai$k, dan kuat. Kode $ E $ti$k Profe $si $ me$mi$li $ki$ be $be $rapa fungsi $, yai $tu:38 

                                                             
37 Cindy Destiani, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael 

Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia 

Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik." Jurnal Pengabdian West Science Vol. 

2, No. 6 (2023) hlm. 430. 
38 Ibid, hlm. 437-438. 
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a. Me $mbe$ri $kan panduan ke$pada anggota profe $si $ me$nge $nai $ pri$nsi $p profe $si $onali$tas 

yang harus di $junjung. De $ngan adanya Kode $ E$ti $k Profe $si $, para pe$laku profe$si $ 

dapat me$nge $tahui $ ti$ndakan yang di $pe $rbole $hkan dan yang di $larang.  

b. Me $njadi$ pe $raturan untuk me$nge $ndali $kan pandangan masyarakat te $rhadap 

profe $si $ yang be $rsangkutan. De $ngan de $mi $ki $an, e$ti $ka profe$si $ dapat me$mbe$ri $kan 

pe $mahaman ke$pada masyarakat te$ntang pe $nti $ngnya suatu profe $si $ dan 

me$mungki $nkan pe $ngawasan te $rhadap pe$laku profe $si $ di$ lapangan.  

c. Me $nce$gah campur tangan pi$hak e$kste $rnal dalam hal e$ti$ka dalam ke$anggotaan 

profe $si $. Arti $nya, para pe$laku profe$si $ di$ suatu i$nstansi$ atau pe$rusahaan ti$dak 

di $i$zi $nkan i $kut campur dalam pe$laksanaan profe $si $ di $ i $nstansi$ atau pe $rusahaan 

lai$n. 

Kode $ e $ti $k profe $si $ Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a se $cara me$ndasar 

me$rupakan panduan bagi $ se $mua pe$laku fungsi $ ke $poli$si $an dalam me$njalankan tugas 

se $suai $ de $ngan pe $raturan pe $rundang-undangan yang be $rlaku di $ wi $layahnya. Ole $h 

kare$na i$tu, kode $ e$ti $k profe$si $ me$mai$nkan pe$ran pe$nti $ng dalam me$wujudkan 

profe $si $onali$sme$ poli$si $. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Te$ntang 

Polri $ me$ngatur se $bagai $ be $ri$kut:  

1) Si $kap dan pri$laku pe$jabat Polri$ te$ri $kat pada Kode $ E $ti $k Profe $si $ Polri$ 

2) Kode $ E $ti $k Profe $si $ Polri $ dapat me$njadi$ pe $doman  pe$nge $maban fungsi $ Ke $poli $si $an 

lai$nnya dalam me$laksanakan tugas se $suai $ de $ngan pe $rtauran Pe$rundang-

Undanga 

3) Ke $te $ntuan me$nge $nai $ Kode $ E $ti $k Profe $si $ Polri$ di $atur de$ngan ke $putusan Kapolri $ 

Me $nurut ke$te$ntuan ayat 3 pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 te$ntang polri$, kode $ e$ti$k 

profe $si $ ke$poli $si $an di$ atur dalam Pe$raturan Ke $poli $si $an Re $publi$k I$ndone $si $a Nomor 7 

Tahun 2022 te$ntang Kode $ E $ti$k Profe $si $ dan Komi $si $ Kode $ E $ti$k Ke $poli $si $an Ne$gara 

Re $publi$k I$ndone $si $a. Pasal 1 angka 1 me$nyatakan bahwa Kode $ E $ti$k Profe $si $ 

Ke $poli $si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a yang se $lanjutnya di $si $ngkat KE $PP adalah 

norma atau aturan moral bai$k te$rtuli$s maupun ti$dak te$rtuli$s yang me $njadi$ pe $doman 
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si $kap, pe$ri $laku dan pe$rbuatan pe$jabat Ke $poli$si $an Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a dalam 

me$laksanakan tugas, we$we $nang, tanggung jawab se$rta ke$hi $dupan se$hari $-hari $.39 

Kode $ e $ti $k profe$si $ polri$ yang ada di$ dalam pe$raturan POLRI$ Nomor 7 Tahun 2022 

yang me $mpunyai $ i $si $ kandungan be$rupa moral bagi $ anggora polri $, yang 

be $rhubungan de $ngan e $ti$ka ke$pri $badi$an, ke $masyarakatan, ke$le$mbagaan, dan 

ke $ne$garaan. Dari $ e$mpat moral te$rse $but me$mi$li $ki$ de $fi $ni$si $ se $bagai $ be $ri $kut:40 

1) “E$ti $ka Ke $ne $garaan adalah si$kap moral anggota POLRI$ yang me $njunjung ti $nggi $ 

landasan konsti$tusi $onal Ne$gara Re$publi $k I$ndone $si $a yai $tu pancasi$la dan 

UndangUndang Dasar Ne $gara Re $publi$k I$ndone $si $a Tahun 1945, ke $waji $ban 

anggota POLRI$ me $nge $nai $ E $ti$ka Ke $ne $garaan di$atur dalam Pasal 4, se $dangkan 

larangan di$atur dalam pasal 9.  

2) E $ti$ka Ke $le $mbagaan adalah si$kap moral anggota POLRI$ te $rhadap i $nsti $tusi$ yang 

me$njadi$ wadah pe $ngabdi $an dan patut di $junjung ti $nggi $ se $bagai $ i $katan lahi$r bati$n 

dari$ se $mua i$nsan Bhayangkara de $ngan se $gala martabat dan; ke$waji$ban anggota 

POLRI$ me $nge $nai $ E $ti$ka Ke $le $mbagaan di $atur dalam Pasal 5- Pasal 6, se $dangkan 

larangan di$atur dalam Pasal 10- Pasal 11.  

3) E $ti$ka Ke $masyarakatan adalah si$kap moral anggota POLRI$ yang se $nanti$asa 

me$mbe $ri$kan pe $layanan te $rbai $k ke $pada masyarakat; ke $waji$ban anggota POLRI$ 

me$nge $nai $ E $ti$ka Ke $masyarakatan di $atur dalam Pasal 7, se$dangkan larangan 

di $atur dalam Pasal 12.  

4) E $ti$ka Ke $pri $badi $an adalah si$kap moral anggota POLRI$ te $rhadap profe$si $nya 

di $dasarkan pada panggi $lan i$badah se$bagai $ umat be$ragama, ke$waji $ban anggota 

POLRI$ me $nge $nai $ E $ti$ka Ke $pri $badi $an di $atur dalam Pasal 8, se$dangkan larangan 

di $atur dalam Pasal 13. 

Pasal 108 dan 109 Pe$raturan Ke $poli$si $an Re $publi$k I$ndone $si $a Nomor 7 Tahun 2022 

te$ntang Sanksi $ yang di $ke $nakan te$rhadap Te $rduga Pe $langgar be $rupa: 

a. Sanksi $ E $ti$ka  

Di $ke $nakan apabi$la pe$langgar me$lakukan pe$rbuatan te$rce $la dan pe$langgar waji $b 

me$mi $nta maaf se$cara li$san di$hadapan si$dang KKE $P dan se $cara te$rtuli$s ke $pada 

                                                             
39 Melaniati Suharni dkk., “Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian” Jurnal Hukum, Politik Dan 

Ilmu Sosial (Jhpis) Vol. 3, No. 1 (2024) hlm. 153. 
40 Ibid. 
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pi $mpi$nan Polri $ dan pi $hak yang di $rugi $kan, se $rta ke $waji$ban pe $langgar me $ngi $kuti $ 

pe $mbi$naan rohani$, me$ntal dan pe$nge $tahuan profe$si $ se $lama 1 (satu) bulan. Sanksi$ 

E $ti$ka di$ke $nakan te$rhadap pe$langgar yang me$lakukan pe$langgaran kate$gori $ ri $ngan.  

b. Sanksi $ Admi $ni $strati$f  

Di $ke $nakan te$rhadap Te$rduga Pe $langgar yang me $lakukan pe$langgaran de $ngan 

kate$gori $ se $dang dan be $rat. De $ngan sanksi $ be $rupa: 

1) Mutasi $ Be $rsi $fat De $mosi$ pali$ng si $ngkat 1 (satu) tahun. 

2) Pe $nundaan ke$nai$kan pangkat pali$ng si $ngkat 1 (satu) tahun dan pali$ng lama 3 

(ti$ga) tahun. 

3) Pe $nundaan Pe $ndi$di $kan pali$ng si $ngkat 1 (satu) tahun dan pali$ng lama 3 (ti $ga) 

tahun. 

4) Pe $ne $mpatan pada Te$mpat Khusus pali $ng lama 30 (ti$ga puluh) hari $. 

5) PTDH/ Pe $mbe $rhe $nti$an Ti$dak de $ngan Hormat. 

Pasal 10 Pe $raturan Ke $poli $si $an Re $publi $k I$ndone $si $a Nomor 7 Tahun 2022 

me$nje $laskan bahwa pe$njatuhan sanksi$ be $rsi $fat kumulati$f dan/atau alte$rnati$f se $suai$ 

de $ngan pe $ni$lai$an dan pe$rti $mbangan Si$dang KKE $P. Ke $mudi $an pe$njatuhan sanksi$ 

kode $ e$ti$k ti$dak me$nghapuskan tuntutan pi$dana dan/atau pe$rdata. Se$rta pe$njatuhan 

sanksi $ kode $ e$ti $k gugur kare $na Te$rduga Pe $langgar me $ni$nggal duni $a. 

C. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana 

1. Ti$ndak Pi $dana 

Ti$ndak pi $dana atau dalam bahasa Be $landa di$se $but de $ngan “Strafbaar fe$i $t” yang 

te$rdi $ri $ dari$ ti$ga suku kata yai $tu, “straf” arti$nya pi $dana, “Baar” yang arti $nya dapat 

atau bole$h dan “fe$i$t” yang arti $nya pe $rbuatan, ti$ndak pe$ri $sti $wa atau pe$langgaran. 

Se $hi $ngga se $cara se $de $rhana “ti$ndak pi $dana” dapat di$pahami$ se $bagai $ suatu pe $rbuatan 

yang dapat atau bole$h di $pi$dana.41 Ada be $be $rapa pe$ndapat me$nge $nai $ pe $nge $rti $an 

ti$ndak pi $dana me$nurut para ahli$, di $antaranya: 

a. Me $nurut Pompe$, strafbaar fe $i $t se $cara te$ori$ti$s dapat me$rumuskan se $bagai $ suatu 

pe $langgaran norma (gangguan te $rhadap te $rti$b hukum) yang de $ngan se $ngaja 

ataupun de$ngan ti $dak di $se $ngaja te$lah di $lakukan ole$h se $orang pe $laku, di$ mana 

                                                             
41 Adami Chazawi, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya 

Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69. 
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pe $njatuhan te$rhadap pe$laku te$rse $but adalah pe$rlu de$mi$ te$rpe $li$haranya te $rti$b 

hukum dan te$rjami$nnya ke $pe $nti$ngan hukum.42 

b. Me $nurut I$ndi $yanto Se $no Adji $ ti$ndak pi$dana adalah pe$rbuatan se$se $orang yang 

di $ancam pi$dana, pe$rbuatannya be $rsi $fat me$lawan hukum, te$rdapat suatu 

ke $salahan yang bagi $ pe $lakunya dapat di$pe $rtanggungjawabkan atas 

pe $rbuatannya.43 

c. Me $nurut E$. Utre$cht strafbaar fe$i $t de$ngan i $sti$lah pe$ri $sti$wa pi $dana yang se $ri $ng 

juga i $a se$but de $li$k, kare$na pe$ri $sti $wa i$tu suatu pe$rbuatan hande$le$n atau doe$n 

posi $ti$f atau suatu me$lalai$kan natale$n-ne $gati $f, maupun aki$batnya (ke$adaan yang 

di $ti$mbulkan kare$na pe$rbuatan atau me$lakukan i$tu).44 

d. Me $nurut Moe$ljatno ti$ndak pi$dana adalah suatu pe$rbuatan yang di $larang dan 

di $ancam de$ngan pi $dana barang si $apa yang me$langgar hukum.45 

e. Me $nurut Vos adalah salah satu di $antara para ahli$ yang me $rumuskan ti $ndak 

pi $dana se$cara si$ngkat, yai $tu suatu ke$lakuan manusi$a yang ole $h pe $raturan 

pe $rundang-undangan pi $dana di$be $ri$ pi $dana.46 

Me $mpe$rhati$kan de$fi $ni$si $ di $ atas, maka ada be$be $rapa syarat untuk me$ne$ntukan 

pe $rbuatan i$tu se $bagai $ ti$ndak pi$dana, syarat te$rse $but adalah se$bagai $ be $ri $kut:  

1) Harus ada pe $rbuatan manusi$a; 

2) Pe $rbuatan manusi$a i $tu be$te$ntangan de $ngan hukum; 

3) Pe $rbuatan i$tu di$larang ole$h Undang-undang dan di $ancam de$ngan pi $dana; 

4) Pe $rbuatan i$tu di$lakukan ole$h orang yang dapat di$pe$rtanggung jawabkan; dan 

5) Pe $rbuatan i$tu harus dapat di$pe$rtanggung jawabkan ke$pada si$ pe $mbuat.47 

Si $mons me$nge $laborasi $ pe$nge $rti $an ti$ndak pi$dana se$bagai $ suatu ti$ndakan yang 

me$langgar hukum yang mana te$lah di$lakukan se$cara se$ngaja ataupun ti$dak 

se $hi $ngga me $nye $babkan se $se $orang te $rse $but harus be $rtanggung jawab se $bagai $mana 

undang-undang atau pe $raturan me$nyatakannya be $rsalah. Adapun unsur-unsur 

ti$ndak pi $dana me$nurut Si $mons i $alah se$bagai$ be $ri $kut:48 

1) Pe $rbuatan manusi$a  

2) Ancaman be $rupa pi$dana  

3) Be $rsi $fat me$lawan hukum  

                                                             
42 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 

2014, hlm. 97. 
43 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi 

Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155. 
44 Op.Cit. 
45 S.R Sianturi, Op.Cit, hlm. 208. 
46 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97 
47 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 60. 
48 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 11. 
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4) Di $lakukan kare$na ke$salahan  

5) Di $lakukan ole$h pi $hak yang dapat be $rtanggung jawab.  

Si $mons juga me $ngkate $gori $kan unsur-unsur ti $ndak pi $dana me$njadi$ 2 yai $tu unsur 

obje$kti $f dan sube$jkti$f. Adapun pe $nje$lasan le$bi $h lanjut i$alah se$bagai $ be $ri$kut:49 

a. Unsur Subje $kti $f  

1) Orang yang dapat be$rtanggung jawab  

2) Te$rdapat ke$salahan (dolus/culpa). 

b. Unsur Obje $kti $f  

1) Pe $rbuatan yang di $lakukan ole$h orang  

2) Pe $rbuatan yang be $raki$bat 

3) Adanya ke $adaan te$rte $ntu yang me $ngi $kuti $, mi$salnya pada Pasal 281 KUHP.  

Moe $ljatno yang me $nyatakan unsur-unsur pi $dana te$rdi $ri $ atas hal be$ri$kut:50 

a. Ke $lakuan dan aki$bat  

b. Ke $adaan te $rte$ntu yang dapat turut se $rta di $ dalam suatu pe$rbuatan yang 

di $klasi$fi $kasi$kan me$njadi$ 2 yai $tu unsur subje$kti $f atau pri$badi $ dan unsur obje$kti $f 

atau non pri$badi$. 

2.   Pe $laku Ti$ndak Pi$dana 

Oknum se $ri$ng di $kai $tkan de$ngan pe $laku ti$ndak pi$dana, Dalam konte$ks pe $mbe$ri $taan 

me$di $a, kata oknum bi$asanya di $gunakan untuk me$mi$sahkan anggota suatu i$nsti$tusi $ 

atau ke$lompok te$rte $ntu dari$ i$nsti $tusi $ atau ke$lompoknya. Bi $asanya, pe $mi $sahan 

te$rse $but di $lakukan ke$ti$ka anggota suatu i $nsti$tusi $ atau ke$lompok te$rse $but me $lakukan 

suatu hal yang te $rce$la. Me$nurut Se$no Gumi $ra Aji $darma i$sti$lah oknum se$ri$ng 

di $gunakan ole$h me$di $a massa pada E$ra Orde $ Baru untuk me$mbi$askan masalah yang 

si $fatnya struktural me$njadi$ masalah i$ndi$vi $dual. Tujuan dari$ pe$mbi $asan te$rse $but 

ti$dak lai$n be $rtujuan untuk me$li$ndungi $ nama bai$k i $nsti $tusi $ ke$ne $garaan yang 

anggotanya me $lakukan pe$rbuatan te$rce $la. Hal te $rse $but di $bukti$kan de $ngan jarangnya 

pe $nggunaan i$sti $lah oknum untuk anggota organi$sasi $ atau i$nsti $tusi $ non-ne $gara. 

jarang se $kali$ ada i$sti $lah oknum pe$tani$, oknum ne$layan, atau oknum buruh. I$sti $lah 

                                                             
49 Ibid. 
50 Ibid., Hlm. 12. 
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yang pali$ng se $ri $ng ke $luar adalah oknum poli$si $, oknum TNI$, dan oknum-oknum lai$n 

yang di $i $kuti$ ole $h nama i$nstansi $ pe $me$ri$ntahan.51 

Pe $laku ti$ndak pi $dana adalah me$re $ka yang me $lakukan suatu pe $rbuatan yang ole $h 

hukum (pe$raturan yang te $lah ada) di$se $but se $cara te$gas se $bagai $ suatu pe$rbuatan yang 

te$rlarang dan dapat di$pi $dana. Pe$laku ti$ndak pi $dana (dade $r) me$nurut doktri$n adalah 

barang si $apa yang me $laksanakan se$mua unsur-unsur ti $ndak pi$dana se$bagai $mana 

unsur-unsur te $rse $but di$rumuskan di$ dalam undang-undang me $nurut KUHP. Se $pe $rti$ 

yang te $rdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang be $rbunyi $ : 

(1) Di $pi $dana se$bagai $ pe$laku ti$ndak pi$dana  

1) Me $re $ka yang me $lakukan, yang me $nyuruh me$lakukan, dan yang turut se $rta 

me$lakukan pe$rbuatan.  

2) Me $re $ka yang de $ngan me $mbe$ri $ atau me$njanji$kan se $suatu de$ngan 

me$nyalahgunakan ke $kuasaan atau martabat, de$ngan ke $ke $rasan, ancaman 

atau pe$nye $satan, atau de$ngan me $mbe $ri$ ke $se $mpatan, sarana atau ke$te$rangan, 

se $ngaja me$nganjurkan orang lai $n supaya me$lakukan pe$rbuatan 

Pasal 55 KUHP (1) Se $bagai $mana di$atur dalam di$ atas, bahwa pe$laku ti$ndak pi$dana 

i $tu di$bagi $ dalam 4 (e$mpat) golongan :  

1) Orang yang me $lakukan se$ndi$ri $ ti$ndak pi $dana (plage $r)  

Dari $ be $rbagai$ pe $ndapat ahli$ dan de $ngan pe $nde $katan prakti$k dapat di$ke$tahui$ 

bahwa untuk me$ne$ntukan se$se $orang se $bagai$ yang me $lakukan (plage$r) pe $mbuat 

pe $laksana ti$ndak pi$dana se$cara pe$nye $rtaan adalah de$ngan 2 kri $te $ri$a:  

a. Pe $rbuatannya adalah pe $rbuatan yang me$ne $ntukan te$rwujudnya ti $ndak 

pi $dana.  

b. Pe $rbuatannya te $rse $but me$me$nuhi $ se $luruh unsur ti $ndak pi$dana. 

2) Orang yang me $nyuruh orang lai $n me $lakukan ti$ndak pi$dana (doe $n plage$r)  

Doe $nple$ge $r adalah orang yang me $lakukan pe $rbuatan de$ngan pe $rantaraan orang 

lai$n, se $dangkan pe $rantara i$tu hanya di $gunakan se $bagai $ alat. De $ngan de $mi $ki$an 

ada dua pi$hak, yai $tu pe $mbuat langsung (manus mani $stra/auctor physi$cus), dan 

pe $mbuat ti$dak langsung (manus domi $na/auctor i$nte $lle$ctuali$s). 

                                                             
51 Tempo, Oknum dalam Politik Bahasa, https://www.tempo.co/kolom/oknum-dalam-politik-

bahasa-171125 (diakses pada 25 Desember 2024, pukul 11.00) 

https://www.tempo.co/kolom/oknum-dalam-politik-bahasa-171125
https://www.tempo.co/kolom/oknum-dalam-politik-bahasa-171125
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3) Orang yang turut me $lakukan ti$ndak pi $dana (me $de $ ple $ge $r) : Me $de $ple $ge$r me $nurut 

MvT adalah orang yang de $ngan se $ngaja turut be $rbuat atau turut me$nge $rjakan 

te$rjadi$nya se $suatu. Ole $h kare$na i $tu, kuali$tas masi $ng-masi $ng pe $se $rta ti $ndak 

pi $dana adalah sama. Turut me$nge $rjakan se $suatu yai $tu :  

a. Me $re $ka me$me$nuhi$ se $mua rumusan de$li$k;  

b. Salah satu me$me $nuhi$ rumusan de$li $k;  

c. Masi $ng-masi $ng hanya me $me$nuhi $ se $bahagi $an rumusan de$li$k. 

Syarat adanya me$de $ple$ge $r, antara lai$n :  

a. Adanya ke $rja sama se$cara sadar, ke$rja sama di$lakukan se$cara se$ngaja untuk 

ke $rja sama dan di$tujukan ke$pada hal yang di $larang undang- undang; 

b. Adanya pe $laksanaan be$rsama se$cara fi$si $k, yang me $ni $mbulkan se$le$sai $nya 

de $li$k yang be $rsangkutan.  

4) Orang yang de $ngan se $ngaja me$mbujuk atau me$ngge $rakan orang lai$n untuk 

me$lakukan ti$ndak pi$dana (ui $t lokke$n) syarat-syarat ui $t lokke$n : 

Me $nurut Roe$slan Sale$h, pe$nganjur me$nganjurkan se$se $orang lai$n me$lakukan 

suatu de$li $k (ti$ndak pi $dana), yang kare $nanya orang lai $n di$ancam de$ngan pi $dana. 

Ji$ka orang lai$n te$rse $but me$lakukan de$li$k, maka i$a te$ntu harus me$me$nuhi $ unsur-

unsur de $li$k, ti$dak bole$h ada alasan pe$nghapusan pi $dana. Pe$ndapat te$rse $but 

me$nje $laskan bahwa be$ntuk pe $nganjuran be $rbe$da de $ngan pe $nyuruhan. Dalam 

hal pe$nyuruhan se $orang yang di $suruh ti $dak dapat di$pi $dana, te$tapi$ se $bali$knya 

pe $nganjuran se$orang yang di $anjurkan untuk me$lakukan ti$ndak pi$dana dapat 

di $pi$dana. Hal te $rse $but yang me $njadi$ pe $mbatas tajam antara pe$nyuruhan dan 

pe $nganjuran.52 

Ke $te $ntuan Pasal 55 KUHP di $be$dakan antara Pe$laku (ple$ge $r) dan Pe$mbuat (dade $r). 

Pe $laku (ple$ge $r) adalah pe$nge $rti $an se$mpi$t te$ntang orang yang me $laksanakan ti$dak 

pi $dana, dapat be$rupa orang yang be $rti $ndak se $ndi$ri $ bai$k de $ngan me $makai$ alat 

maupun ti$dak me$makai$ alat untuk me$wujudkan ti$ndak pi$dana.53 Se $dangkan 

me$nurut pe $nje$lasan me$nge $nai $ pe $mbe$ntukan Pasal 55 KUHP yang harus di $pandang 

se $bagai $ Pe $mbuat (dade$rs) i $tu bukan saja me$re $ka yang te $lah me$ngge $rakkan orang 

                                                             
52 Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, 

Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1 (2022) hlm. 75. 
53 Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana 



33 
 

lai$n untuk me$lakukan ti$ndak pi$dana me$lai$nkan juga me$re$ka yang te $lah me$nyuruh 

me$lakukan dan me$re $ka te$lah turut me$lakukan suatu ti$ndak pi$dana. 

D. Tindak Pidana Penipuan 

1. Pe $nge $rti $an Pe $ni$puan 

Be $rdasarkan te$ori $ dalam hukum pi$dana me$nge $nai $ pe $ni$puan, te$rdapat dua sudut 

pandang yang te$ntunya harus di $pe$rhati$kan, yakni $ me$nurut pe$nge $rti $an bahasa dan 

me$nurut pe $nge $rti $an yuri $di $s, yang pe $nje $le $sannya adalah se$bagai $ be$ri $kut:54  

a. Pe $nge $rti $an bahasa  

Me $nurut Kamus Be $sar Bahasa I$ndone $si $a di $se $butkan bahwa ti$pu be$rarti$ ke $coh, daya 

cara, pe$rbuatan atau pe$rkataan yang ti $dak jujur (bohong, palsu, dsb), de $ngan 

maksud untuk me$nye $satkan, me$ngakali$, atau me$ncari$ untung. Pe $ni$puan be$rarti$ 

prose $s, pe $rbuatan, cara me$ni $pu, pe$rkara me$ni $pu (me$nge $coh). Be $rarti$ bahwa yang 

te$rli $bat dalam pe$ni $puan adalah dua pi$hak yai$tu orang me $ni $pu di $se $but de $ngan pe $ni $pu 

dan orang yang te $rti$pu. Pe $ni $puan dapat di $arti$kan se $bagai$ suatu pe $rbuatan atau 

me$mbuat, pe$rkataan se$se $orang yang ti $dak jujur atau bohong de $ngan maksud untuk 

me$nye $satkan atau me$ngakali $ orang lai $n untuk ke$pe $nti$ngan di $ri $nya atau ke$lompok. 

b. Pe $nge $rti $an Yuri $di$s 

Pe $nge $rti $an Ti$ndak Pi $dana Pe $ni $puan de$ngan me $li $hat dari$ se $gi $ hukum sampai $ 

se $karang be $lum ada, ke$cuali$ apa yang di $rumuskan dalam KUHP. Rumusan 

pe $ni$puan dalam KUHP bukanlah suatu de$fi $ni $si $ me$lai$nkan hanyalah untuk 

me$ne $tapkan unsur-unsur suatu pe $rbuatan se $hi$ngga dapat di $katakan se$bagai$ 

pe $ni$puan dan pe$lakunya dapat di$pi$dana.55 Pe $ni$puan me$nurut Pasal 378 KUHP 

se $bagai $ be $ri$kut: 

"Barang si $apa de $ngan maksud he $ndak me$nguntungkan di $ri $ se $ndi$ri $ atau orang lai$n 

se $cara me$lawan hukum de$ngan me $makai$ nama palsu atau martabat palsu; de$ngan 

ti$pu musli $hat, ataupun rangkai $an ke$bohongan, me $ngge $rakkan orang lai $n untuk 

me$nye $rahkan barang se $suatu ke $padanya, atau supaya me $mbe$ri $ utang maupun 

me$nghapuskan pi $utang, di $ancam, kare$na pe $ni$puan, de$ngan pi $dana pe$njara pali$ng 

lama e$mpat tahun." 

                                                             
54 Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia, 2019, hlm. 27. 
55 Ibid, hlm. 28. 



34 
 

Be $rdasarkan unsur-unsur ti $ndak pi$dana pe$ni $puan yang te $rkandung dalam rumusan 

Pasal 378 KUHP di $ atas. Maka R. Sugandhi $ me$nge $mukakan pe$nge $rti $an pe$ni$puan 

bahwa:56 

"Pe $ni $puan adalah ti$ndakan se$se $orang de $ngan ti$pu musli$hat, rangkai$an ke $bohongan, 

nama palsu dan ke$adaan palsu de$ngan maksud me $nguntungkan di $ri $ se $ndi $ri $ de $ngan 

ti$ada hak. Rangkai $an ke$bohongan i $alah susunan kali$mat-kali$mat bohong yang 
te$rsusun de $mi $ki $an rupa yang me $rupakan ce $ri$ta se $suatu yang se $akan-akan be $nar". 

Pe $nge $rti $an pe $ni$puan se $suai $ pe $ndapat te$rse $but di $ atas tampak je$las bahwa yang 

di $maksud de$ngan pe $ni $puan adalah ti$pu musli $hat atau se$rangkai $an pe $rkataan bohong 

se $hi $ngga se $se $orang me $rasa te$rpe $daya kare $na omongan yang se $akan-akan be $nar. 

Bi $asanya se $se $orang yang me $lakukan pe$ni $puan, adalah me$ne $rangkan se $suatu yang 

se $olah-olah be$tul atau te$rjadi$, te$tapi$ se $sungguhnya pe $rkataannya i $tu adalah ti$dak 

se $suai $ de$ngan ke $nyataannya, kare $na tujuannya hanya untuk me$yaki $nkan orang 

yang me $njadi$ sasaran agar di $akui $ ke $i $ngi $nannya, se $dangkan me $nggunakan nama 

palsu supaya yang be $rsangkutan ti $dak di$ke $tahui$ i$de $nti$tasnya, be $gi $tu pula de$ngan 

me$nggunakan ke $dudukan palsu agar orang yaki $n akan pe$rkataannya.  

Pe $ni $puan se$ndi $ri $ di$kalangan masyarakat me$rupakan pe$rbuatan yang sangat te$rce $la 

namun jarang dari $ pe $laku ti$ndak ke$jahatan te$rse$but ti $dak di$laporkan ke$pi $hak 

ke $poli$si $an. Prodjodi$koro me $nyatakan, pe$rbuatan pi$dana pe$ni $puan masuk golongan 

pe $rbuatan pi$dana te$rhadap harta ke$kayaan orang lai $n dan lagi $ me$nguntungkan di $ri $ 

de $ngan me$langgar hukum, ki$ranya ke $jahatan i$tu di$namakan pe$ni$puan, se $bab 

me$ni $pu adalah pe$ke $rjaan antara lai$n:57 

a) Me $mbujuk orang supaya me$mbe $ri$kan barang, me$mbuat hutang atau 

me$nghapus hutang.  

b) Maksud me$mbujuk i$tu adalah untuk me$nguntungkan di $ri$ se $ndi $ri $ atau orang lai$n 

de $ngan me $lawan hukum.  

c) Me $mbujuk i$tu de $ngan me $makai$ nama palsu atau ke $adaan palsu, akal ce$rdi$k, 

ti$pu musli $hat atau karangan pe$rkataan bohong.  

                                                             
56 R.Sugandhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, 

Surabaya. hlm. 396-397 
57 Alwan Hadiyanto Dkk, Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam, Jakarta: 

Damera Press, 2023, hlm. 8–9. 
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d) Me $mbujuk me$lakukan pe$ngaruh de $ngan ke$li $ci$kan te$rhadap orang se$hi $ngga 

orang i $tu me$nuruti$nya be $rbuat yang apabi $la me$nge $tahui $ duduk pe$rkara yang 

se $be $narnya, i $a ti$dak be $rbuat yang de $mi $ki$an i $tu.  

e) Me $mbuat hutang atau me$nghapus pi $utang, hal i$ni$ dapat di$li$hat dalam pasal 368 

KUHP.  

f) Me $mbe$ri $kan barang-barang i $tu ti$dak pe$rlu di$se $rahkan ke$pada te$rdakwa i$tu 

se $ndi $ri$, se $dangkan yang me $nye $rahkan i $tu ti$dak pe$rlu harus orang lai$n di $bujuk 

se $ndi $ri$, bi $sa di $lakukan ole$h orang lai$n. 

Ke $jahatan pe$ni $puan atau be$drog i $tu di$atur di$dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku I$I$ 

Bab ke $ XXV. Di $ dalam Bab ke$ XXV te $rse $but di$pe$rgunakan pe $rkataan "Pe $ni $puan" 

atau "Be $drog", "kare $na se $sungguhnya di $ dalam bab te$rse $but di$atur se$jumlah 

pe $rbuatan pe$rbuatan yang di $tujukan te$rhadap harta be$nda, dalam mana ole$h si $ 

pe $laku te$lah di$pe $rgunakan pe $rbuatan pe $rbuatan yang be $rsi $fat me $ni$pu atau 

di $pe$rgunakan ti $pu musli $hat. Ti$ndak pi $dana pe $ni$puan dalam be$ntuk pokok di $atur 

dalam pasal 378 KUHP. 

2. Unsur-Unsur Ti $ndak Pi $dana Pe $ni$puan  

Pasal 378 KUHP adalah : “Barang si $apa de$ngan maksud untuk me$nguntungkan di $ri $ 

se $ndi $ri$ atau orang lai$n se $cara me$lawan hukum, de$ngan me $makai$ nama palsu atau 

martabat palsu, de$ngan ti $pu musli$hat, ataupun rangkai$an ke$bohongan, 

me$ngge $rakkan orang lai $n untuk me$nye $rahkan barang se $suatu ke$padanya, atau 

supaya me $mbe$ri $ hutang rnaupun me $nghapuskan pi $utang di $ancam kare$na pe$ni $puan 

de $ngan pi $dana pe$njara pali$ng lama e$mpat tahun.” 

Unsur – unsur yang te $rdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus te $rpe $nuhi $ untuk 

dapat di$katakan se $se $orang te $lah me$lakukan suatu ti$ndak pi $dana pe$ni $puan adalah 

se $bagai $ be $ri$kut: 

1) Unsur obje $kti$f ( unsur pe $rbuatan yang di $lakukan)  

a. Me $nggunakan nama palsu;  

b. Me $nggunakan ke $adaan palsu;  

c. Me $nggunakan rangkai $an kata – kata bohong;  

d. Me $nggunakan ti $pu musli$hat;  

e. Agar me $nye $rahkan suatu barang;  

f. Me $mbuat suatu hutang;  
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g. Me $nghapus pi $utang.  

2) Unsur subje $kti $f (unsur maksud atau tujuan)  

a. Me $nguntungkan pri $badi$ atau orang lai$n;  

b. Me $langgar hukum. 

Me $nurut Andi $ Hamzah dalam bukunya yang be $rjudul De $li$k-De $li $k Te$rte$ntu 

(Spe $ci $ale$ De $li $cte$n) di $ dalam KUHP, me $makai$ i $sti $lah de$li$k untuk strafbaar fe $i $t dan 

bukan ti$ndak pi $dana. Dalam bukunya te $rse $but di$je$laskan te$ntang unsur-unsur 

ti$ndak pi $dana pe$ni$puan se $bagai $ be$ri $kut: 

Bagi $an i $nti$ de $li$k (de $li $cts be$standde $le$n) pe $ni $puan i$alah: 

a. De $ngan maksud untuk me$nguntungkan di $ri $ se $ndi$ri $ atau orang lai$n  

b. Se $cara me$lawan hukum  

c. De $ngan me $makai$ nama palsu atau martabat palsu, de $ngan ti $pu musli $hat, 

ataupun de$ngan rangkai $an pe$rkataan bohong  

d. Me $ngge $rakan orang lai$n  

e. Untuk me$nye $rahkan suatu barang ke $padanya atau untuk me$mbe$r utang ataupun 

me$nghapus pi $utang.58 

Me $nurut Moe $ljatno unsur-unsur ti $ndak pi $dana pe$ni $puan adalah se$bagai $ be$ri $kut:59 

a. Ada se $se $orang yang di $bujuk atau di$ge $rakkan untuk me$nye $rahkan se $suatu 

barang ke$padanya atau me$mbuat hutang atau me$nghapus pi $utang. Se $hi $ngga 

barang ataupun uang i $tu di$se $rahkan ole$h yang punya de $ngan jalan ti$pu musli$hat. 

Barang yang di $se $rahkan i$tu ti$dak se $lamanya harus ke $punyaan se $ndi $ri $, te$tapi$ 

juga bi $sa ke $punyaan orang lai$n;  

b. Pe $ni $pu i $tu be$rmaksud untuk me$nguntungkan di $ri $nya se $ndi $ri $ atau orang lai$n 

tanpa hak. Dari$ maksud i$tu te$rnyata bahwa tujuannya adalah untuk me$rugi $kan 

orang yang me $nye $rahkan barang i $tu;  

c. Yang me $njadi $ korban pe$ni $puan i $tu harus di$ge $rakkan untuk me$nye $rahkan barang 

i $tu de$ngan jalan: (1) Pe $nye $rahan barang i $tu harus aki $bat dari$ ti $ndakan ti$pu daya; 

dan (2) Si $pe $ni$pu harus me $mpe$rdaya si $korban de$ngan satu akal yang di $atur 

dalam Pasal 378 KUHP.  

                                                             
58 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 110. 
59 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 70. 
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De $ngan de $mi $ki$an se $se $orang baru dapat di$anggap be $rsalah me$lakukan ti$ndak pi $dana 

pe $ni$puan apabi$la pe $rbuatan se $se $orang te $rse $but te$lah me$me $nuhi$ unsur-unsur yang 

di $te$ntukan dalam Pasal 378 KUHP, ji $ka unsur pe $ni$puannya te$lah te$rpe$nuhi $ maka 

orang yang be $rsalah te$rse $but dapat di $jatuhi$ sanksi $ pi $dana se $suai $ de$ngan 

pe $rbuatannya. 

E. Teori Keadilan  

Te $ori $ ke$adi $lan (The $ory of justi$ce$) atau konse $p te$ntang ke $adi$lan te$lah me$njadi$ topi$k 

utama dalam fi$lsafat, e$ti$ka, dan i$lmu hukum se $lama be$rabad-abad yang lalu. Di $ 

antara tokoh yang me $nce $tuskan dan me$mpe $ngaruhi $ pe $mahaman te$ntang ke $adi$lan 

adalah Plato (ke$adi$lan adalah ke$bi $jakan ne $gara yang i $de $al), Ari $stote$le $s (ke $adi$lan 

di $stri$buti $f dan ke$adi$lan kore$kti$f), Jhon Rawls dalam bukunya “A The $ory of 

Justi$ce $”, ke $adi$lan me$rupakan ke$se $pakatan sosi $al, dan I$mmanue$l Kant (ke $adi $lan 

me$rupakan pri$nsi $p dasar e$ti $ka), se$rta tokoh-tokoh lai $nnya. Ke $adi $lan me$rupakan 

suatu ni$lai$ untuk me$nci$ptakan hubungan yang i $de $al antara manusi$a yang satu 

de $ngan manusi $a yang lai $n se $bagai $ se $sama anggota masyarakat, de$ngan 

me$mbe $ri$kan ke $pada manusi$a te$rse $but apa yang me $njadi$ haknya se $suai $ de $ngan 

pre $stasi$nya dan me $mbe$bankan ke$waji$ban me$nurut hukum dan moral.60 

Arti $stote $le$s me $ne $mpatkan ke$adi$lan se $bagai $ pe$mbagi $an se $suai $ de $ngan proporsi $ atau 

pe $ri$mbangan. I$a ke $mudi $an me$mbagi $ ke $adi$lan me$njadi$ dua, yai $tu ke $adi$lan 

di $stri$buti $f (i $usti $ti$a di $stri $buti $ve$) dan kore$kti$f. Ke $adi $lan di$stri$buti $f me$ngacu pada 

pe $mbagi $an barang dan jasa se$suai $ ke$dudukannya. Pe $mbagi $an proporsi$ yang sama 

akan di$be $ri $kan ke$pada orang-orang yang sama, se $bali$knya orang yang ti $dak sama 

te$ntu akan me$ndapatkan pe$mbagi $an yang be $rbe $da, se$hi $ngga se $mua orang 

di $be$rlakukan sama untuk hal yang sama dan di$pe$rlakukan be$rbe $da untuk hal yang 

be $rbe$da.61 Ke $adi $lan di$stri $buti$f pada dasarnya me $rupakan pe$doman moral yang 

pali$ng cocok di $gunakan untuk prose $s poli$ti $k te$rkai $t pe $mbagi $an ke$untungan dan 

be $ban di$ masyarakat. Me$ski $pun me$mang ti $dak me$nutup ke$mungki $nan te$ori $ 

ke $adi$lan i$ni $ di $gunakan untuk me $nganali $si $s i $su lai $n. Di $ si $si $ lai $n, Ke $adi $lan kore$kti $f 

me$nghe $ndaki $ adanya pe $ngganti $an ke$rugi $an atau pe$muli$han pada ke$adaan se$pe$rti$ 

                                                             
60 Evan Sammuelson, Deni Achmad, dan Firganefi, Op.Cit., hlm. 46. 
61 Ibid, hlm. 417. 



38 
 

se $mula se$bagai $ se $buah sarana untuk me$nye $i $mbangkan ke $ti $dakse$i $mbangan kare$na 

ke $ti$dakadi$lan. Ole$h se $bab i$tu pada konse$p ke$adi $lan kore$kti $f i$ni$ be $rlaku: pe $ne $rapan 

hukuman akan me$ne $bus ke $jahatan; re$sti$tuti$on akan me$ne $bus ke $rugi $an; dan 

pe $muli$han ke$rugi $an atau ke $rusakan e $konomi$ me $lalui$ ti$ndakan yang 

me$nguntungkan.62 

Jhon Rawls be$rpandangan bahwa ke$adi $lan adalah fai$rne $ss (justi $ce$ as fai$rne $ss). 

ke $adi$lan dapat di$pahami$ se $bagai $ fai $rne $ss yang be $rarti$ bahwa masyarakat 

be $rke$waji $ban me$mi $li$ki $  ke$mampuan  yang  be $rhak  di$ni$kmati$  be$rbagai $  ke $untungan 

untuk   me $mbuka   harapan   bagi $   me $re $ka   yang   ke $kurangan   untuk me $ni $ngkatkan 

ke $mungki $nan dalam hi$dupnya. Ke $adi $lan dapat di$te$ri $ma se$bagai $  fai $rne $ss  supaya  

me$njami$n  suatu  ke $bi $jakan  yang  obje $kti$f  maka te$ori $   ke $adi $lan   i$ni $   harus   

be $rprose $s   se $bagai $   re$fle$ksi $   me $lalui$   se $buah prose $dur yang adi $l guna te $rbe$ntuk 

hasi $l yang adi $l juga. fai$rne $ss  atau bi$asa di $se $but juga pure$ proce$dural justi$ce$ yang 

dalam gagasannya te $rse $but ke$mudi$an Rawls me$nge $mukakan bahwa se$be $rapa 

pe $nti$ng suatu ke $bi $jakan yang adi $l dan ti$dak me$mi$hak si $apapun yang 

me$mungki $nkan ke $bi $jakan te$rse $but lahi$r dari$ struktur yang dapat me$njami$n 

ke $pe$nti $ngan se $mua kalangan masyarakat. Ke $adi $lan se$bagai $ Fai $rne $ss me $nurut 

Rawls me $mbe$ri$kan  tuntutan  bagi $  se $mua  masyarakat  untuk  be$rsama  sama 

be $rgotong-royong me $mbawa be$ban tanggungan ke $waji$ban dan tanggung jawab   

yang  sama  se$rta   tunduk   pada  aturan  yang  be $rlaku.   Rawls me$ne$kan  bahwa  

pe $nti$ngnya  pri $nsi $p  yang  pali $ng  utama  yai $tu  ke $adi$lan se$bagai $  hal  yang  me $ndasar  

untuk  me$lakukan  suatu  pe$ke$rjaan  te$rkai $t sosi$al  yang  be $rarti$  bahwa  ke$adi$lan  

i $tu  harus  dapat  me$njadi$  pokok landasan    pe$nge $tahuan    struktur    sosi $al    yang    

dapat me$njami$n te$rpe $nuhi$nya  se $mua  ke $pe $nti$ngan  masyarakat.63 

Konse $p  Plato  te$ntang  ke $adi$lan  di$rumuskan  dalam  ungkapan gi$vi$ng e $ach man 

hi $s due $ yang be $rarti$ me $mbe$ri $kan ke $pada se $ti$aporang apa  yang  me $njadi$  haknya.  

Untuk  i$tu  hukum  pe$rlu  di$te$gakkan  dan Pe $raturan Pe$rundang-Undangan pe$rlu 

di $buat. Dalam kai$tannya de $ngan pe $mbe $ntukan hukum te$rli$hat bahwa ni$lai$ ke$adi $lan 

                                                             
62 Ibid. 
63 Andra Triyudiana, and Putri Neneng. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut 

John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." Das Sollen: Jurnal Kajian 

Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Vol. 2, No. 1 (2024) hlm. 7-8. 
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se $bagai $ i $nti$ dari$ asas pe $rli$ndungan hukum. “Te$ntang ni $lai$ ke $adi$lan i$tu se $ndi$ri $  yang  

be $rarti$ se $bagai $  i $nti$  dari $  asas  pe $rli $ndungan  hukum”  te $ntang  ni $lai $  ke $adi$lan 

te$rse $but,  maksud  utamanya  adalah  obje$k  dari$  ke $adi$lan  i$tu  adalah  hak. Yang   

bi $asanya   hak   i $ni $   di $ni $lai $   dari $   be $rbagai $   aspe $k   pe $rti $mbangan, te $rmasuk aspe $k 

e $konomi$, poli$ti$k, dan budaya. Akan te $tapi $, pada i$nti$nya te $tap ti$dak be$rubah dan 

ti$dak dapat di$ubah, yai $tu suum cui$que$ tri $bue $re $ yang arti$nya “be $ri$kan ke$adi$lan bagi$ 

se $mua orang yang be $rhak”. Se$lai$n  i $tu,  Plato  be$rpe$ndapat  pula  bahwa  de$fi$ni $si $  

ke $adi$lan  i$tu se $bagai $ the$ supre $me $ vi $rtue$ of the$ good state$ yang be $rarti $ “ke$baji$kan 

te$rti $nggi $ dari$ ne$gara yang bai $k”, dan de$fi $i$si $ orang yang adi $l di$katakan ke$mbali$ 

se $bagai $ the$ se $lf di$ci $pli$ne $d man whose $ passi $ons are $ controlle$d by  re$asson yang  

be $rarti$  “orang  yang  adi $l  adalah  orang  yang me $nge $ndali $kan di$ri$ yang pe $rasaan 

hati$nya di $ke $ndali$kan ole$h akal”. Bagi $ Plato  se$ndi $ri $  me$ngatakan  bahwa  ke$adi $lan  

ti$dak  di $hubungkan  se $cara langsung  de $ngan  hukum.  Akan  te $tapi$,  me $nurut  Plato  

bahwa  ke $adi$lan dan taat hukum me $rupakan substansi$ umum dari $ suatu 

masyarakatyang me $mbuat,  me$njaga,  se $rta  me$nyayangi $  ke $satuannya. 64  

Me $nurut Thomas Hobbe $s ke $adi$lan i $alah suatu pe $rbuatan dapat di $katakan adi$l 

apabi$la te$lah di$dasarkan pada pe$rjanji$an yang te $lah di$se $pakati$. Dari $ pe $rnyataan 

te$rse $but dapat di$si $mpulkan bahwa ke$adi $lan atau rasa ke$adi$lan baru dapat te$rcapai$ 

saat adanya ke $se $pakatan antara dua pi$hak yang be $rjanji$. Pe$rjanji$an di$si $ni$ di $arti$kan 

dalam wujud yang luas ti$dak hanya se $batas pe$rjanji$an dua pi$hak yang se $dang 

me$ngadakan kontrak bi$sni $s, se $wa-me $nye $wa, dan lai$n-lai $n. Me $lai$nkan pe$rjanji$an 

di $si $ni$ juga pe $rjanji $an jatuhan putusan antara haki$m dan te$rdakwa, pe $raturan 

pe $rundang- undangan yang ti $dak me$mi $hak pada satu pi $hak saja te$tapi$ sali $ng 

me$nge $de $pankan ke$pe $nti$ngan dan ke $se $jahte $raan publi$k.65  

Ke $adi $lan di$ I$ndone $si $a di $gambarkan dalam Pancasi$la se $bagai $ dasar ne$gara, yai $tu 

ke $adi$lan sosi$al bagi $ se$luruh rakyat I$ndone $si $a. Dalam si$la li$ma te$rse $but te$rkandung 

ni $lai$-ni $lai$ yang me $rupakan tujuan dalam hi $dup be$rsama. Adapun ke $adi $lan te$rse $but 

                                                             
64 Ismi Nurhayati, Maya Herma sa’ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. 

"Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial 

Humaniora Vol. 1, No. 01 (2022) hlm. 6-7. 
65 Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip 

Keadilan." Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 5 (2023) hlm. 354-355. 
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di $dasari$ dan di$ji $wai$ ole$h haki$kat ke$adi $lan ke$manusi$aan yai $tu ke$adi$lan dalam 

hubungannya manusi $a de $ngan di $ri$nya se $ndi $ri$, manusi$a de $ngan manusi$a lai$nnya, 

manusi$a de $ngan masyarakat, bangsa, dan ne $gara, se $rta hubungan manusi $a de $ngan 

Tuhannya.66 Ni $lai$-ni $lai$ ke $adi$lan te$rse $but haruslah me$rupakan suatu dasar yang 

harus di $wujudkan dalam hi$dup be $rsama ke $ne $garaan untuk me$wujudkan tujuan 

ne $gara, yai $tu me $wujudkan ke$se $jahte$raan se $luruh warganya dan se $luruh 

wi $layahnya, me $nce$rdaskan se $luruh warganya. De $mi $ki $an pula ni$lai$-ni $lai$ ke $adi$lan 

te$rse $but se $bagai $ dasar dalam pe$rgaulan antar ne$gara se $sama bangsa di$duni $a dan 

pri $nsi $p-pri $nsi $p i $ngi $n me $nci $ptakan ke$te$rti $ban hi $dup be $rsama dalam suatu pe$rgaulan 

antar bangsa di $ duni$a de$ngan be $rdasarkan suatu pri$nsi $p ke$me $rde$kaan bagi $ se $ti$ap 

bangsa, pe $rdamai$an abadi$, se $rta ke$adi $lan dalam hi$dup be $rsama (ke$adi$lan sosi $al).67 

Hukum sangat e $rat hubungannya de $ngan ke $adi$lan, bahkan ada pe$ndapat bahwa 

hukum harus di$gabungkan de $ngan ke $adi$lan, supaya be $nar-be $nar be$rarti$ se$bagai $ 

hukum, kare$na me$mang tujuan hukum i$tu adalah te$rcapai$nya rasa ke $adi $lan pada 

masyarakat. Suatu tata hukum dan pe$radi$lan ti$dak bi$sa di $be$ntuk be$gi $tu saja tanpa 

me$mpe $rhati$kan ke$adi$lan, kare$na adi$l i$tu te$rmasuk pe $nge $rti $an haki$ki$ suatu tata 

hukum dan pe$radi$lan, ole$h kare$nanya haruslah be$rpe $doman pada pri$nsi $p- pri $nsi $p 

umum te$rte$ntu. Pri $nsi $p–pri $nsi $p te $rse $but adalah yang me $nyangkut ke $pe $nti$ngan 

suatu bangsa dan ne $gara, yai $tu me $rupakan ke $yaki $nan yang hi $dup dalam masyarakat 

te$ntang suatu ke $hi $dupan yang adi $l, kare $na tujuan ne$gara dan hukum adalah 

me$ncapai$ ke$bahagi $aan yang pali $ng be $sar bagi $ se $ti $ap orang.68  

                                                             
66 M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 

2014, hlm. 86. 
67 Ibid, hlm. 87. 
68 Ibid, hlm. 91 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah  

Pe $nde $katan masalah me$nurut Soe$rjono Soe $kanto, pe$ne$li $ti$an hukum me$rupakan 

suatu ke $gi $atan i$lmi$ah, yang di $dasarkan pada me$tode$ si $ste $mati$ka dan pe $mi$ki $ran 

te$rte $ntu untuk me$mpe $lajari$ satu atau be$be$rapa ge$jala hukum te$rte$ntu de$ngan cara 

me$nganali $si $snya.69 Je$ni $s pe $ne$li $ti$an yang di $gunakan dalam pe$ne $li$ti $an i$ni$ 

me$nggunakan pe $nde $katan, yai $tu: 

1. Pe $nde $katan Yuri$di$s Normati $f 

Pe $nde $katan yuri $di $s normati$f adalah pe$nde $katan de$ngan cara studi $ ke $pustakaan 

(li $brary re $se $arch) yai $tu me$ne $laah kai$dah-kai $dah hukum, pe$raturan, undang-

undang, dan be $rbagai $ li$te$ratur yang ke $mudi$an di $baca, di$kuti$p dan di$anali$si $s.70 

Pe $nde $katan masalah se$cara yuri $di $s normati$f di$maksudkan untuk me$mpe$role$h 

pe $mahaman te$ntang pokok bahasan yang je $las me$nge $nai $ ge $jala dan obje$k yang 

se $dang di $te $li$ti $ yang be $rsi $fat te $ori $ti$s be $rdasarkan atas ke$pustakaan dan li$te$ratur yang 

be $rkai$tan de$ngan pe $rmasalahan yang akan di $bahas. Pe $ne$li $ti$an i$ni $ bukanlah 

me$mpe $role$h hasi $l yang dapat di $uji$ me $lalui$ stati$sti $k, te $tapi$ pe $ne$li$ti $an i$ni $ me $rupakan 

pe $nafsi$ran subje$kti$f yang me$rupakan pe$nge $mbangan te$ori $-te $ori $ dalam ke$rangka 

pe $ne$muan i$lmi$ah.71 

2. Pe $nde $katan Yuri$di$s E $mpi $ri$s 

Pe $nde $katan yuri $di $s e $mpi$ri $s yai $tu pe$nde $katan yang di $lakukan de$ngan me $ne $li$ti$ se $rta 

me$nggumpulkan data pri $me$r yang te $lah di $pe$role $h se $cara langsung me $lalui$ 

obse $rvasi $ dan wawancara de$ngan re $sponde $n atau nara sumbe$r di$ te $mpat obje$k 

                                                             
69 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1. 
70 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 105. 
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pe $ne$li $ti$an yang be $rhubungan de $ngan pe $rmasalahan yang akan di $bahas dalam 

pe $ne$li $ti$an i$ni $. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Be $rdasarkan sumbe$rnya, data te$rdi $ri$ dari$ data lapangan dan data ke$pustakaan. Data 

lapangan adalah yang di $pe $role$h dari $ lapangan pe $ne $li$ti $an, se$me $ntara i$tu data 

ke $pustakaan adalah data yang di $pe $role$h dari$ be $rbagai $ sumbe$r ke $pustakaan. Je$ni $s 

data me$li $puti$ data se$kunde$r dan data pri$me $r.  

1. Data pri$me$r  

Data pri$me$r adalah data utama yang di $pe $role$h se $cara langsung dari $ lapangan 

pe $ne$li $ti$an de$ngan cara me$lakukan obse$rvasi $ dan wawancara (i$nte $rvi $e $w) de$ngan 

narasumbe$r pe $ne$li$ti $an. 

2. Data se$kunde $r  

Data se $kunde$r adalah data yang di $pe $role$h me $lalui$ studi $ ke$pustakaan (li$brary 

re $se $arch), de$ngan cara me$mbaca, me$ne $laah dan me$nguti $p te $rhadap be$rbagai $ te$ori $, 

asas dan pe$raturan yang be $rhubungan de $ngan pe $rmasalahan dalam pe$ne $li$ti$an. Data 

Se $kunde $r yai $tu bahan yang me $mbe $ri$kan bahan hukum pri$me$r yang re $le $van de $ngan 

mate$ri$ yang di $ te $li$ti$ se $pe $rti$, buku, jurnal, dan hasi$l pe$ne $li$ti $an te$rdahulu dari$ karya 

i $lmi$ah. Data se$kunde $r te $rdi $ri$ dari $ bahan hukum pri $me$r, bahan hukum se $kunde $r dan 

bahan hukum te$rsi $e $r. 

a. Bahan hukum pri $me$r, antara lai$n:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 te$ntang Ki $tab Undang-Undang 

Hukum Pi $dana (KUHP).  

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 te$ntang Ki $tab Undang-Undang 

Hukum Pi $dana (KUHP). 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 te$ntang Hukum Acara Pi $dana. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 te$ntang Ke $kuasaan Ke $haki $man. 

5) Undang-Undang Re $publi $k I$ndone $si $a Nomor 43 Tahun 1999 te$ntang 

Pe $rubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 te $ntang Pokok-

Pokok Ke $pe $gawai $an 

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke $poli $si $an Ne $gara Re$publi$k 

I$ndone $si $a. 
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7) Pe $raturan Ke $poli $si $an Re$publi $k I$ndone $si $a Nomor 7 Tahun 2022 te $ntang 

Kode $ E $ti $k Profe$si $ dan Komi $si $ Kode $ E $ti $k Ke $poli $si $an Ne$gara Re$publi $k 

I$ndone $si $a. 

8) Pe $raturan Pe$me$ri$ntah Nomor 1 Tahun 2003 te$ntang Pe$mbe $rhe$nti $an 

Anggota Ke $poli $si $an Ne $gara Re$publi $k I$ndone $si $a. 

9)  Pe $raturan Pe$me$ri$ntah Nomor 3 Tahun 2003 te$ntang Pe $raturan Di$si $pli $n 

Anggota Ke $poli $si $an Re$publi $k I$ndone $si $a 

10) Putusan Nomor 45/Pi $d.B/2024/PN Plg. 

b. Bahan hukum se $kunde $r 

Data se$kunde$r adalah data yang di $pe $role$h me$lalui$ studi$ ke$pustakaan (li$brary 

re $se $arch), de$ngan cara me$mbaca, me$ne$laah dan me$nguti $p te$rhadap be$rbagai $ te$ori $, 

asas dan pe$raturan yang be $rhubungan de $ngan pe $rmasalahan dalam pe$ne $li$ti$an. Data 

Se $kunde $r yai $tu bahan yang me $mbe $ri$kan bahan hukum pri$me$r yang re $le $van de $ngan 

mate$ri$ yang di $ te $li$ti$ se $pe $rti$, buku, jurnal, dan hasi$l pe$ne $li$ti $an te$rdahulu dari$ karya 

i $lmi$ah. 

c. Bahan hukum te$rsi $e $r  

Bahan hukum se $kunde$r adalah bahan pe $nunjang yang me $mbe $ri $kan pe$tunjuk 

maupun pe$nje$lasan te$rhadap bahan hukum pri $me$r dan bahan hukum se$kunde $r yang 

di $pe$role $h dari$ kamus, pe$doman pe$nuli $san karya i $lmi $ah, i$nte$rne $t dan i$nformasi$ 

lai$nnya se $pe $rti $ wawancara yang be $rhubungan de $ngan pe $ne $li$ti$an se $bagai $ data 

pe $nguat.  

C. Penentuan Narasumber 

Narasumbe$r adalah pi$hak-pi $hak yang di $jadi$kan sumbe$r i $nformasi$ di$dalam suatu 

pe $ne$li $ti$an dan me$mi$li$ki $ pe $nge $tahuan se $rta i$nformasi$ yang di $butuhkan se $suai$ 

de $ngan pe $rmasalahan yang di $bahas, de $ngan de $mi$ki $an maka dalam pe$ne $li$ti$an i $ni$ 

di $pe$rlukan narasumbe$r be $rdasarkan kri$te$ri $a te$rte$ntu yang te $lah di $te$tapkan se$bagai $ 

re $sponde $n. Narasumbe$r dalam pe$nuli$san skri $psi $ i$ni $ yai $tu; 

1. Haki $m Pe $ngadi $lan Ne $ge $ri $ Batang    : 1 orang 

2. Akre $di $tor Subbi $dwabprof Bi $dpropam Polda Lampung : 1 orang 

3. Dose $n Bagi $an Pi $dana Fakultas Hukum Uni $la  : 2 orang + 

Jumlah        : 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Me $tode$ Pe $ngumpulan Data 

Be $rdasarkan pe$nde $katan masalah dan sumbe$r data yang di $butuhkan, makame$tode$ 

pe $ngumpulan data yang di $lakukan dalam pe $ne$li $ti$an yai $tu:  

a. Studi $ Pustaka  

Studi $ pustaka adalah pe$ngumpulan data de$ngan me $ne$laah dan me$nguti $p dari$ bahan 

ke $pustakaan dan me$lakukan pe $ngkaji$an pe $raturan pe$rundang-undangan yang 

be $rkai$tan de$ngan bahasan. 

b. Studi $ Lapangan 

Studi $ lapangan di $lakukan se$bagai $ usaha me$ngumpulkan data se $cara langsung di $ 

lapangan pe$ne $li$ti$an guna me$mpe $role$h data yang di $butuhkan. Studi$ lapangan 

di $laksanakan de$ngan wawancara (i $nte$rvi $e $w), yai $tu me$ngajukan tanya jawab ke$pada 

re $sponde $n pe $ne$li $ti$an de$ngan me $nggunakan pe $doman wawancara yang te $lah 

di $pe$rsi $apkan. 

2. Me $tode$ Pe $ngolahan Data 

Hasi $l pe $ne $li$ti $an, bai$k data pri$me$r maupun data se$kunde $r maka data te$rse $but akan 

di $ke$lola me$lalui$ tahapan: 

a. I$de $nti $fi $kasi$ data, yai $tu me$ncari$ data yang di$pe $role$h untuk di$se $suai $kan de$ngan 

pe $mbahasan yang akan di$lakukan de$ngan me$ne $laah pe$raturan, buku atau arti$ke$l 

yang be $rkai $tan de$ngan judul dan pe $rmasalahan.  

b. Klasi $fi $kasi $ data, yai $tu hasi $l i$de $nti$fi $kasi$ data yang se $lanjutnya di $klasi $fi$kasi $ atau 

di $ke$lompokkan se$hi $ngga di $pe $role$h data yang be $nar-be $nar obje$kti $f.  

c. Pe $nyusunan data, yai $tu me$nyusun data me$nurut si $ste$mati$ka yang te $lah 

di $te$tapkan dalam pe$ne$li $ti$an se $hi $ngga me$mudahkan pe$ne $li$ti $ dalam 

me$ngi $nte $rpre $stasi $kan data. 

E. Analisis Data  

Se $te$lah di$lakukan pe$ngolahan data, se$lanjutnya data di$anali$si $s se $cara kuali$tati$f, 

yang arti$nya hasi $l pe$ne$li $ti$an i$ni $ di$ de$skri $psi $kan dalam be$ntuk pe$nje$lasan dan urai$an 

kali$mat-kali$mat yang mudah di $me$nge $rti $ untuk ke $si $mpulan se$hi $ngga di $pe $role$h 

gambaran yang je $las me$nge $nai $ jawaban dari$ pe $rmasalahan yang di $bahas. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Be $rdasarkan pe$mbahasan te$rhadap hasi$l pe$ne $li$ti$an me$nge $nai $ masalah yang 

di $ajukan dalam skri$psi $ i $ni $, se $bagai $ pe $nutup maka pe$nuli$s me $nari$k si $mpulan, yakni $ 

se $bagai $ be $ri$kut: 

1. Te$rpi $dana Vulton Mathe$os pada pe$rkara pe $ni$puan ole $h oknum poli$si $ te $lah 

me$me $nuhi$ unsur-unsur pe $rtanggungjawaban pi$dana, yai $tu me $ns re $a (ni$at jahat) 

dan actus re$us (pe $rbuatan jahat). Maje$li$s Haki $m dalam putusan Nomor: 

45/Pi $d.B/2024/PN Plg te $lah me$me $ri$ksa dan me$mbukti$kan bahwa te$rdakwa 

me$mi $li$ki $ ni $at jahat untuk me$nguntungkan di $ri$ se $ndi $ri $ de $ngan rangkai $an 

ke $bohongan untuk me $yaki $nkan korban de $ngan maksud me $ndapatkan se$jumlah 

uang. Pe $rbuatan yang di $lakukan te$rdakwa di$larang ole$h undang-undang, yai $tu 

Pasal 378 KUHP te $ntang pe $ni $puan, yang te$rbukti $ de $ngan alat bukti$ yang ada, 

pe $rnyataan dari$ saksi $-saksi $, se $rta fakta-fakta hukum di$ pe$rsi $dangan yang 

me$nunjukkan te$rdakwa me $lakukan ti$ndak pi $dana pe$ni $puan. Pe $rbuatan te$rdakwa 

me$me $nuhi$ be $be $rapa unsur, yai $tu: adanya pe $rbuatan yang di $larang ole $h undang-

undang, dalam hal i$ni $ pe$rbuatan pe$ni $puan se $bagai $mana di$atur dalam Pasal 378 

KUHP. Unsur ke $dua adalah adanya ke $salahan. Dalam hal i$ni $, te$rdakwa te$lah 

te$rbukti $ me$lakukan ti$ndak pi$dana pe$ni $puan de$ngan se $ngaja, dan ti$dak ada 

i $ndi$kasi $ bahwa i $a ti$dak me$nyadari $ ti$ndakannya. Unsur ke $ti $ga adalah ti$dak 

adanya alasan pe$maaf. Maje$li$s Haki $m te$lah me$me$ri $ksa dan ti$dak me$ne$mukan 

alasan yang me $mbe$narkan pe$rbuatan te$rdakwa, bai$k dari$ se $gi $ hukum maupun 

ke $adaan yang me $mpe$ngaruhi $ ti$ndakannya. De$ngan de $mi $ki$an, Maje$li$s Haki $m 

me$mutuskan untuk me$njatuhkan voni $s pe $njara se$lama 2 tahun 8 bulan. 

2. Putusan Nomor 45/Pi $d.B/2024/PN Plg be $lum se$pe$nuhnya me $me$nuhi $ rasa 

ke $adi$lan. Pe$njatuhan hukuman te$rhadap te$rdakwa Vulton Mathe$os se $lama 2 

(dua) tahun 8 bulan di$ni $lai$ masi$h te $rgolong ri $ngan, me $ngi $ngat dampak se $ri$us 
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yang di $ti$mbulkan ole$h ti$ndakan pe$ni $puan yang di $lakukan te$rdakwa, ti$dak hanya 

me$nye $babkan ke $rugi $an mate$ri$i $l bagi $ korban, te$tapi$ juga dapat me$ni $mbulkan 

dampak psi$kologi $s aki$bat me$rasa di$manfaatkan atau di$khi$anati$, Se $rta te$rdakwa 

se $bagai $ aparat pe$ne$gak hukum me$rusak i$nte $gri $tas le$mbaga ke$poli $si $an dan 

ke $pe$rcayaan masyarakat te$rhadap si $ste$m hukum. Se$lai$n hukuman pi $dana, 

te$rdakwa se $harusnya di $waji $bkan untuk me $mbe$ri $kan ganti $ rugi $ mate $ri$i $l ke $pada 

korban untuk me$mpe$rbai $ki$ ke $rugi $an dan me$mbe $ri$kan rasa ke$adi$lan yang le $bi$h 

le$ngkap. Haki $m dapat me$mbe$ri $kan hukuman le$bi $h ti$nggi $ dari$ tuntutan jaksa, 

ji$ka di $rasa bahwa ti $ndakan oknum poli$si $ te $rse $but sangat me $rugi $kan korban dan 

me$rusak ke $pe$rcayaan publi$k te$rhadap i$nsti $tusi $ ke$poli$si $an. Pe $njatuhan hukuman 

yang maksi $mal di$anggap pe $rlu untuk me$mbe$ri $ e $fe$k je $ra ke$pada te$rdakwa dan 

me$nce $gah te $rulangnya prakti $k pe $ni $puan se $rupa, te $rutama yang me $li $batkan 

oknum aparat pe$ne$gak hukum yang se $harusnya me $njadi$ panutan masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Agar haki $m me$mbe $ri$kan sanksi $ yang be $rat te$rhadap anggota ke$poli $si $an 

yang me $lakukan ti$ndak pi$dana guna me $njaga ci $tra i$nsti $tusi $ ke$poli $si $an dan 

me$nce $gah te $rulangnya pe $rbuatan se $rupa yang dapat me$rusak i $nte $gri $tas se $rta 

profe $si $onali$sme$ le $mbaga ke$poli$si $an. 

2. Agar prose $s pe $ne $gakan hukum te$rhadap anggota ke $poli$si $an be$rsi $fat 

transparan ke$pada masyarakat agar ti$dak me$ni $mbulkan pe$rse $psi $ ne $gati $f 

yang dapat be $raki$bat pada hi$langnya ke $pe $rcayaan publi $k te $rhadap 

ke $poli$si $an. 
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